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ABSTRAK

Nama : Muhammad Ihsan
Program Studi : Hukum (Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status

Hukum Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan
permohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana
akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak.
Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan
menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian
dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.
76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena
terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat
kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan
hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau
keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga proses
perlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik
menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal
75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah
lahir dalam perkawinan.

Kata Kunci : perkawinan, pembatalan perkawinan, status hukum anak.
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ABSTRACT

Name : Muhammad Ihsan
Program of Study : Law (Fellow Members of the Public Relation)
Title : The Legal Consequences of a Marriage Annulment to a

Child’s Legal Status Observed from Marriage Act 1/74
and The Compilation of Islamic Law (Analysis of
Supreme Court Verdict No. 451 PK/Pdt/2010)

A marriage which doesn’t fulfill the conditions, can be filed for annulment
to the court. The question is how the legal consequences of the marriage
annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,
writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been
determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.
090/Pdt.G/2005/PA.JP was upheld by the verdict of High Religious Court of
Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely
right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of
South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as
the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and
did not have a right to carry neither his father’s name nor his family.
Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother
(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and
legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of
Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a
child that were born in a marriage.

Keyword : marriage, marriage annulment, child’s legal status
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kodrat alam, manusia selalu ingin hidup bersama-sama dengan

manusia lain sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Dengan kata lain manusia

tidak dapat hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak

dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya

dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga mempunyai hasrat untuk

bermasyarakat.1

Manusia sebagai mahluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup

menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup menyendiri.

Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan

meninggal dunia di dalam masyarakat.2 Pola hidup tersebut merupakan susunan

daripada kaidah-kaidah yang mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan,

sopan santun, dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi

oleh keempat macam kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya,

maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup,

yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.3

Terbentuknya kelompok masyarakat dimulai dari hubungan antara dua orang

manusia yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang hidup

bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan

perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan hukum sebagai pertalian yang sah

antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat

1 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

2 Ibid.

3 Purnadi Purbacaraka, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Soaial,
Universitas Indonesia, 1989), hlm. 3.
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2

perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Perkawinan sebagai

perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami dan istri, oleh karena

itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam

suatu perkawinan.4

Sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap

mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini sudah tentu yang paling

tepat untuk merealisasikannya adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena

perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara

kedua belah pihak, suami dan istri, yang senantiasa diharapkan dapat berjalan dengan

baik, kekal abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai

dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). 5

Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup atau pandangan

hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian

adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama.6 Orang yang taat pada

agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agamanya dan

kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agamanya juga mempunyai peraturan-

peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati.7

Peraturan mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana dan

dipertahankan oleh anggota masyarakat serta para pemuka agama. Peraturan ini

mengalami berbagai macam penyesuaian sesuai dengan perkembangan dalam

masyarakat, di antaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dan keagamaan

4 Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.
97.

5 Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Universitas
Trisakti, 1990), hlm. 10.

6 Ibid., hlm. 11.

7 Arrasjid, Op. Cit., hlm. 5.
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yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan hukum yang mengatur

perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 bersifat pluralistik karena didasarkan

pada pembedaan penduduk di Indonesia, yaitu :8

1. bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang

telah diresapi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang Indonesia asli

yang beragama Islam jika melakukan sebuah perkawinan berlaku ijab kabul

antara mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini

merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga

sekarang.

2. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

3. bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huwelijks

Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 Nomor 74.

4. bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan

Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan.

5. bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia (WNI)

keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

6. bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Eropa dan

yang dipersamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak

terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama membutuhkan

suatu aturan yang bersifat nasional. Unifikasi hukum perkawinan telah ada dengan

berlakunya UU Perkawinan. UU Perkawinan dibentuk dengan tujuan agar terdapat

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 5.
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keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan

itu dengan tetap menampung kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.9

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir

dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.”

UU Perkawinan menganut sejumlah asas (prinsip) sebagai berikut :10

1. perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal

2. perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan

kepercayaannya itu.

3. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.

4. perkawinan berasas monogami terbuka.

5. calon suami dan calon istri harus sudah matang secara kejiwaan untuk

melangsungkan perkawinan.

6. batas usia perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

7. perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.

8. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang

menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang

melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai

kepentingan tertentu.

Keberadaan anak dalam sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang sangat

berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan

penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan

untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk

meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tuanya.

9 Malik, Op. Cit., hlm. 2.

10 Ibid., hlm. 6.
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Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup,

anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang

penerus dan lambang keabadian.11

Apabila dari sebuah perkawinan dilahirkan seorang anak, maka timbul

hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 UU

Perkawinan, antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara

lain adalah tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai

mereka mandiri.

Suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan

pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu pembatalan dapat terjadi

sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Pembatalan dapat terjadi

terhadap perkawinan yang ternyata kemudian tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan.12

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, namun kemungkinan terjadinya

perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya

perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Pembatalan

dapat diajukan lewat pengadilan agar suatu perkawinan tertentu dinyatakan sah atau

batal. Pembatalan perkawinan dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah

sama sekali tidak terjadi perkawinan. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum

putusan itu tetap dipertahankan, seperti misalnya bila sudah ada anak dari perkawinan

itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami istri yang

bersangkutan.13

Banyak faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan tersebut, salah

satunya adalah keinginan suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau disebut juga

poligami. Para wanita memandang poligami sebagai sesuatu yang menakutkan,

11 Yusuf al-Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 256.

12 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284.

13 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Karya Gemilang,
2007), hlm. 24.
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karena sebagian dari mereka beranggapan jika suaminya melakukan perkawinan

poligami rumah tangganya akan kacau. Oleh karena itu, banyak yang menentang

adanya poligami dalam pernikahan atau hubungan perkawinannya.

Mengenai dibolehkannya poligami ini, Pasal 3 UU Perkawinan menentukan

bahwa :

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU ini juga menyebutkan bahwa : “Pengadilan

dalam memberikan putusan, selain memeriksa persyaratan yang (tersebut dalam Pasal

4 dan Pasal 5)14 telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan hukum

perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.”

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional

walaupun menganut prinsip monogami tetap membuka peluang bagi seorang suami

14 Pasal 4 UU Perkawinan menentukan bahwa :
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam

Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan menentukan bahwa :
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak

mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
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untuk berpoligami apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian,

dalam prakteknya peluang tersebut kemudian disalahgunakan oleh pihak suami

sehingga menyebabkan terjadinya gugatan perceraian atas perkawinan sebelumnya.

Di sini UU Perkawinan tidak melarang, namun membatasi seorang suami

untuk dapat beristri lebih dari satu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan dari

istrinya. Apabila istri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami maka

perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU

Perkawinan yang menentukan bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat

dibatalkan di sini menurut Penjelasan atas Pasal 22 UU Perkawinan, diartikan bisa

batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-

masing tidak menentukan lain. Alasan-alasan dalam UU Perkawinan yang dapat

diajukan utnuk pembatalan perkawinan adalah :

1. perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang

tidak berwenang (Pasal 26 ayat (1)).

2. wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah (Pasal 26 ayat (1)).

3. perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26

ayat (1)).

4. perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal

27 ayat (1)).

5. ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau

istri (Pasal 27 ayat (2)).

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh : (1) salah satu dari suami atau

istri yang bersangkutan, (2) keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami

atau istri, (3) pejabat yang berwenang, (4) pejabat yang ditunjuk.15 Apabila

perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua kalinya dari suami atau istri, maka

15 Indonesia (a), Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 23.
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pembatalan dapat diajukan oleh orang yang masih terikat perkawinan dengan salah

satu dari pasangan suami istri tersebut.16

Perkawinan yang kedua bagi seorang suami hanya dapat dilangsungkan

dengan izin dari istri pertama. Apabila tidak diperoleh izin, maka pengadilan tidak

dapat mengabulkan permohonan suami untuk menikah lagi. Namun pada

kenyataannya, perkawinan kedua seorang suami dilakukan baik tanpa izin dari istri

pertama maupun tanpa izin dari pengadilan. Perkawinan yang dilakukan tanpa seizin

dari istri pertama dapat dibatalkan.

Putusnya perkawinan karena pembatalan, tidak saja berakibat terhadap

hubungan antara suami-istri atau harta benda dalam perkawinan, tetapi juga terhadap

status si anak dan hubungan orang tua dengan anak. Menurut Ahmad Rofiq,

meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai

menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan

tersebut. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal

75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI).17

Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu

perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya pada ayat (2)

dinyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap 3 hal, yakni :

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

2. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta

bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain

yang lebih dahulu;

3. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

16 Ibid., Pasal 24.

17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 150.
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Sejalan dengan UU Perkawinan, dengan rumusan yang berbeda, Pasal 75 KHI

menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut; pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-

hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa

batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak

dengan orang tuanya.

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang

dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan

bapaknya. Penetapan hukum dalam Pasal 76 KHI didasarkan kepada prinsip baraah

al-asliyah, yakni hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana

asalnya. Dalam hal ini menurut Ahmad Rofiq sejalan dengan kaidah sebagai berikut,

yang artinya : “Prinsipnya, adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan

yang ada”. Maksud dan tujuan dari Pasal 76 KHI ini adalah untuk melindungi

kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-

bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan akibat

kekeliruan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara

psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap

membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut.

Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski terkadang

membawa kepahitan.18

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451

PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, Mahkamah Agung menolak permohonan

peninjauan kembali seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai istri

kedua dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki. Masalah

dimulai pada saat dikabulkannya permohonan suami oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, yang memohonkan agar akta kelahiran anak mereka dinyatakan tidak

18 Ibid., hlm. 152.
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mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan namanya. Salah satu

pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah karena perkawinan mereka

dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Sebelumnya, dari pihak istri pertama telah

mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan telah

diputus pada tanggal 23 Mei 2005 dengan Nomor Putusan 90/Pdt.G/2005/PA.JP.

Pembatalan perkawinan ini pun telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta, yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2005 dengan Nomor Putusan

76/Pdt.G/2005/PTA.JK. Istri kedua pun mengajukan perlawanan perihal permohonan

suaminya tersebut, dia menganggap bahwa perkawinannya dengan sang suami bukan

dinyatakan batal melainkan dapat dibatalkan, hal ini karena perkawinannya

berlangsung tanpa izin dari istri pertama. Semenjak gugatan tersebut diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status anak mereka pun menjadi Anak Luar

Kawin seterusnya hingga Mahkamah Agung.

Terhadap kasus ini sebelumnya pernah dilakukan pembahasan oleh Sulistyo

Pribadi pada tahun 2007 dalam tesisnya yang berjudul : Akibat Hukum Terhadap

Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan

Agama No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP). Namun, pembahasan yang dilakukan pada tesis

tersebut hanya sampai kepada proses permohonan si suami kepada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, karena memang pada saat tesis ini dibuat, belum ada perlawanan dari

pihak istri kedua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih

lanjut tentang akibat pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak, khususnya

pada apa yang telah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451

PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan

yang dimintakan pembatalan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan ?

2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan

yang dimintakan pembatalan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

451 PK/Pdt/2010 jika dilihat dari sisi yuridis ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami

bagaimana sebenarnya hukum mengatur dan memberi perlindungan terhadap status

hukum seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan

pembatalan melalui putusan pengadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelakasanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah

perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah

perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 jika dilihat dari sisi yuridis.
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1.4 METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang

secara yuridis mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka. Selanjutnya, dilihat dari tipologi penelitian yaitu dari

sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian

deskriptif analitis yang menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis

tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak yang

terdapat dalam perkara dengan nomor Putusan Mahkamah Agung 451 PK/Pdt/2010.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis, yakni

menggambarkan dan menganalisa masalah hukum yang terdapat dalam putusan

tersebut, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.19 Dilihat dari

tujuannya, penelitian ini bersifat untuk mengevaluasi masalah hukum yang terdapat

dalam perkara dengan nomor Putusan Mahkamah Agung 451 PK/Pdt/2010, kemudian

dianalisis dan dibuat kesimpulannya yang disebut dengan penelitian problem

identification.20

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-

buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder

yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa

tulisan-tulisan dan berbagai data lain yang diperlukan untuk penelitian ini seperti :

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

20 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 5.
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1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan

yurisprudensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain adalah UU Perkawinan, KHI, dan beberapa peraturan

perundang-undangan yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan

hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

buku-buku dan tesis.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang

digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau

bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai hal-hal yang dimaksud dalam

penelitian ini, berikut definisi tentang hal-hal tersebut yang diambil dari peraturan

perundang-undangan, pendapat para ahli, ataupun kamus yang ada. Dalam penelitian

ini yang dimaksud dengan :
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1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.21

2. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa

hukum.22

3. Status Hukum adalah keadaan atau kedudukan seseorang di mata hukum.23

4. Batal Demi Hukum adalah null and void, yaitu suatu kondsi di mana tidak

terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian. Dalam hal demikian, secara

yuridis dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak

ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat

perjanjian itu.24

5. Dapat Dibatalkan adalah voidable, yaitu kondisi di mana tidak terpenuhinya

syarat subjektif dari suatu perjanjian. Dalam hal demikian, perjanjian tersebut

bukan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan.25

6. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan pengadilan yang berupa

keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak

sah, dan oleh karenanya dianggap tidak pernah ada.26 Pembatalan perkawinan

dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan

perkawinan.27

21 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 1.

22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 2, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1991), hlm. 17.

23 Ibid., hlm. 962.

24 Subekti, Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 22.

25 Ibid.

26 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 59.

27 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 22.
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7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.28

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memenuhi syarat sebagai sebuah karya tulis ilmiah maka diperlukan

suatu sistematika penulisan agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah

sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yaitu kondisi yang terjadi saat

penelitian ini dilakukan yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan oleh penulis,

dan hal-hal yang telah dan belum diketahui oleh penulis berkaitan dengan penelitian

ini. Dalam bab ini juga memuat pokok permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian,

metode penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan

Bab ini membahas tinjauan yuridis mengenai perkawinan, yang meliputi

pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, dan akibat

hukum perkawinan ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI.

BAB 3 : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Perkawinan

Bab ini membahas tinjauan yuridis mengenai pembatalan perkawinan dan

akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sendiri ditinjau dari UU Perkawinan

dan KHI.

BAB 4 : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung

Nomor 451 PK/Pdt/2010.

28 Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia,
(Depok: Fakultas Hukum UI, 2007), hlm 170.
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BAB 5 : Penutup

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam

karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna berkenaan dengan

pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status hukum anak.
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BAB 2

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI

HUKUM ISLAM

2.1 TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan.29 Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu kejadian

yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang dalam arti :30

1. Dengan perkawinan timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri.

2. Bila dalam perkawinan lahir anak maka akan timbul hubungan antara orang

tua dan anak.

UU Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”. Apabila diperhatikan maka definisi perkawinan dalam Pasal ini mempunyai

lima unsur, yaitu :31

29 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1983), hlm. 23.

30 Subekti dan Mahdi, Op. Cit., hlm. 26.

31 Ibid., hlm. 44.
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1. Ikatan Lahir dan Batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidaklah

cukup hanya dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja, melainkan keduanya

harus terpadu erat.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan

adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup

bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal ini disebut sebagai hubungan

formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak

tampak dan tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan

membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh-

sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan

mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut

masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi

juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita,

jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkwinan hanya mungkin terjadi antara seorang

pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi dengan dua orang

yang sesama jenis bukan dinamakan perkawinan. Di sini pun terkandung asas

monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan

seorang wanita, demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat dengan

seorang pria pada saat yang bersamaan.

3. Sebagai Suami Istri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami

istri adalah ketika ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
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Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal ini

memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan bahwa perkawinan baru merupakan

perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar

hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan

perkawinan sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang

berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau

ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam ayat 2 Pasal ini ditentukan bahwa perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan di sini hanyalah berupa

tindakan administratif saja dan pencatatan di sini adalah sama dengan pencatatan

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian dan kelahiran yang

dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang resmi yang juga dimuat dalam

daftar pencatatan. Sekalipun pencatatan di sini bukanlah unsur yang menentukan

keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan keharusan sesuai

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencatatan lebih

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut

Peraturan Pelaksanaan).

4. Tujuan Perkawinan adalah Membentuk Keluarga atau Rumah Tangga yang

Bahagia dan Kekal

Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kesatuan yang terdiri dari

ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya

dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk

dapat mencapai hal ini maka diharapkan, kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa
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sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan ada perceraian untuk selama-

lamanya, kecuali cerai karena kematian.

Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga disebut nikah

mut’ah, yaitu kawin untuk kesenangan. Akibat dari nikah mut’ah adalah suami istri

tidak dapat saling mewaris, anak yang lahir akibat nikah mut’ah ini mempunyai

kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan pada umumnya.

Oleh karenanya si anak berhak mewaris dari ayahnya.

Perkawinan sejenis ini banyak terdapat di kamp-kamp perusahaan penebang

hutan, baik di pedalaman Kalimantan maupun Sumatera, yang dikenal dengan

sebutan kawin kontrak.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama (kerohanian)

mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai

unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan

dari perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah : ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan

dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU Perkawinan, bila kita rasakan

adalah sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi

lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan

istri untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal

ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan
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tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu,

haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam

Pancasila. 32 Dalam hukum perdata, hubungan antara suami dan istri hanya melihat

dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya yaitu terlepas dari

peaturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

2.1.3 Syarat Perkawinan

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil.

Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan

melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat formil

adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama

dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat objektif.33 Syarat materil dan syarat

formil masing-masing dibagi menjadi dua.34 Syarat materil, yakni : syarat materil

umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materil khusus yang

berlaku bagi pernikahan tertentu. Sedangkan syarat formil, yakni : syarat formil

sebelum dilangsungkannya perkawinan dan syarat formil pada saat dilangsungkannya

perkawinan.

Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 12 UU Perkawinan, yang meliputi persyaratam materil maupun persyaratan

formil. Perlu diingat, bahwa selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut

UU Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus

memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum

agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam

32 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta:
Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
hlm. 76.

34 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta:
Gitama Jaya, 2008), hlm. 47.
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perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya

itu.35

2.1.3.1 Syarat Materil Umum

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh

karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan

perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persyaratan ini ditegaskan dalam

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan harus

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya, di dalam penjelasan

Pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi

syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang

berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. Oleh

karena itu, dengan ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan

paksa.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas

dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi

wanita dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Sudah sepantasnya bila sebelum

perkawinan dilangsungkan, petugas pencatat perkawinan menanyakan terlebih dahulu

persetujuan calon mempelai di hadapan saksi perkawinan, bila ternyata tidak disetujui

oleh calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Bagi

calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuannya dapat

dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.36

35 Usman, Op. Cit., hlm 272.

36 Ibid., hlm. 274.
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2. Batas Usia Calon Mempelai

Dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan batas usia untuk kawin baik bagi

pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam

belas) tahun bagi wanita. Penyimpangan terhadap batas usia diizinkannya

melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan batas-batas usia untuk

melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri

dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang

masih di bawah usia. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan

masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Baik ketentuan dalam Pasal 7 maupun penjelasan atas Pasal ini, tidak

menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting,

umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat

diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting

itu, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.37

3. Perkawinan Poligami

Ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang

masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal

yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Berdasarkan

ketentuan Pasal ini, sesudah berlakunya UU Perkawinan, masih dimungkinkan

perkawinan poligami sepanjang hukum dan agama dari pihak yang bersangkutan

mengizinkannya dan itu pun harus ada izin dari pengadilan setelah terdapat alasan

yang dapat dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang.

Sehubungan dengan perkawinan poligami ini, angka 4 huruf c Penjelasan Umum atas

UU Perkawinan antara lain menyatakan :

37 Ibid., hlm. 276.
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Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun
demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri,
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan
oleh pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan

Umum atas UU Perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami

tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sebab pelaksanaan perkawinan

poligami diawasi oleh undang-undang. Walaupun telah memenuhi alasan dan syarat-

syarat perkawinan poligami, namun apabila hukum perkawinan dari calon suaminya

tidak mengizinkan untuk berpoligami, maka perkawinan poligami tidak dapat

dilakukan oleh suaminya.38

Pasal 3 UU Perkawinan menyatakan :

1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian dalam Penjelasan atas Pasal 3 UU Perkawinan dinyatakan :

1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang

tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi harus mengingat pula

apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan

adanya poligami.

38 Ibid., hlm. 280.
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Alasan dan persyaratan perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 UU Perkawina, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 40 sampai dengan

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut ketentuan ini, seorang

suami yang akan beristri lebih dari seorang, diwajibkan untuk mengajukan

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya secara tertulis.39

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih

dari seorang, apabila :40

1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka harus

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :41

1) adanya persetujuan dari istri / istri-istri;

2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan

anak-anak mereka;

3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak

mereka.

Persetujuan dari istri / istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan.

Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, tetapi harus dipertegas dengan persetujuan

lisan istri pada sidang pengadilan.42 Persetujuan dari istri / istri-istri ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istri tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak

39 Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN No. 9 Tahun 1975,
TLN No. 3050, Pasal 40.

40 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 4 ayat (2).

41 Ibid., Pasal 5 ayat (1).

42 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 41 huruf (b).
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ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.43

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan

mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau

surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima

oleh pengadilan.44 Adapun jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan pernyataan atau janji dari suami yang

dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.45

4. Wanita Tidak Berada Dalam Waktu Tunggu (Masa Iddah)

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam

jangka waktu tunggu atau masa iddah. Guna waktu tunggu atau masa iddah ini adalah

untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan.46 Sehubungan

dengan itu dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditetapkan, bahwa :

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1), akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 menetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

1) waktu tunggu bagi seorang janda adalah :

a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130

(seratus tiga puluh) hari;

b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi :

43 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 5 ayat (2).

44 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 41 huruf (c).

45 Ibid., Pasal 41 huruf (d).

46 Usman, Op. Cit., hlm. 278.
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i. yang masih datang bulan / haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

ii. bagi yang tidak datang bulan / haid ditetapkan 90 (sembilan puluh)

hari;

c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,

maka waktu tunggu ditetapkan sampai dengan melahirkan;

2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena

perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum

pernah terjadi hubungan kelamin, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap

saat setelah perceraian itu;

3) bagi perkawinan yang putus :

a. karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

2.1.3.2 Syarat Materil Khusus

1. Persyaratan Izin Orang Tua / Wali / Pengadilan

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa untuk

melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu)

tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Namun, bila salah seorang dari kedua

orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, menurut Pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan, izin untuk melangsungkan

perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua

yang mampu menyatakan kehendaknya.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU Perkawinan, bahwa seandainya hal itu

juga tidak dapat didapatkan, maka izin tersebut diperoleh dari :

1) wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk

memberikan persetujuan / izin melangsungkan perkawinan;

2) orang yang memelihara; atau
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3) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan

kehendak.

Seandainya terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan di

atas yang berhak memberi izin / persetujuan perkawinan atau salah seorang atau lebih

di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan, maka pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan

orang tersebut dapat memberikan izin / persetujuan setelah terlebih dahulu

mendengar orang-orang tersebut yang berhak memberikan izin / persetujuan untuk

melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Persyaratan Tidak Terkena Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara

dua orang yang :

1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara,

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara

neneknya;

3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak / ibu tiri;

4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan,

dan paman / bibi susuan;

5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,

dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU Perkawinan, maka dilarang untuk

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang terkena

larangan perkawinan. Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita

tersebut dapat disebabkan oleh :47

1) karena pertalian darah / nasab :

a. perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah

atau ke atas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya;

b. perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping,

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara

seorang dengan saudara neneknya.

2) karena pertalian kerabat semenda :

a. perkawinan antara keluarga semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu,

dan bapak / ibu tiri;

b. perkawinan antara seorang suami dengan dengan saudara istri, bibi, atau

kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

3) karena pertalian sesusuan, yakni perkawinan antara orang tua susuan, anak

susuan, saudara susuan, dan paman / bibi susuan.

4) karena pertalian yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku

dilarang kawin. Menurut Hukum Islam :

a. seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang pria yang tidak beragama Islam (QS. 2: 221). Demikian pula pada

dasarnya seorang pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang wanita yang tidak beragama Islam, kecuali wanita tersebut

tergolong wanita-wanita kitabiyah dan yahudiah (QS. 5: 5).

b. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita

bekas istrinya yang di-li’an (QS. 24: 3, QS. 24: 26, QS. 24: 6-9). Dengan

terjadinya li’an, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak

yang dikandung dinasabkan kepada kerabat ibunya.

47 Ibid., hlm. 277.
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Persyaratan yang diatur di dalam Pasal 8 UU Perkawinan sifatnya kumulatif,

artinya harus dipenuhi untuk seluruhnya. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi untuk

seluruhnya, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Namun, apabila salah satu saja

syarat tidak atau belum dipenuhi, maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya

semua syarat.48

2.1.3.3 Syarat Formil Sebelum Perkawinan Dilangsungkan

1. Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan

Suatu perkawinan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon

mempelai kepada pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini pegawai Kantor Urusan

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan pegawai Catatan Sipil bagi yang

beragama non-Islam.49

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan disampaikan kepada

Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.50

Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum

perkawinan akan dilangsungkan.51 Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut

karena disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati

Kepala Daerah.52 Apabila terdapat alasan yang penting untuk segera melangsungkan

perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah

seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan

48 Muhammad, Op. Cit., hlm. 81.

49 Cahyono dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 49.

50 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 3 ayat (1).

51 Ibid., Pasal 3 ayat (2).

52 Ibid., Pasal 3 ayat (3).
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tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan

permohonan dispensasi.53

Pemberitahuan di atas harus dilakukan oleh calon mempelai, orang tuanya

atau walinya, yang dilakukan secara lisan atau tertulis.54 Pada prinsipnya kehendak

untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau

kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau oleh wakilnya. Tetapi apabila

oleh karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan

perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat

dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk

memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain

yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.55

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat

kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,

maka disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.56 Dalam pemberitahuan,

bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil

maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga,

maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja atau namanya saja. Ketidakadaan

nama kecil dan nama keluarga, sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk

penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam

pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih

dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi

mereka yang beragama Islam.57

53 Ibid., Penjelasan Pasal 3 ayat (3).

54 Ibid., Pasal 4.

55 Ibid., Penjelasan Pasal 4.

56 Ibid., Pasal 5.

57 Ibid., Penjelasan Pasal 5.
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2. Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan

perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

telah atau belum dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut

undang-undang bagi calon suami istri tersebut untuk melangsungkan perkawinan.58

Selain itu, pegawai pencatat meneliti pula :

1) Kutipan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai

yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila akta kelahiran atau surat

keterangan tanda kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan

dari Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu, yang menyatakan usia dan

asal-usul calon mempelai.59

2) Keterangan mengenai nama, usia, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan

tempat tinggal.60

3) Izin tertulis yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU

Perkawinan dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.61

4) Izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Perkawinan dalam

hal seorang suami yang masih mempunyai istri.62

5) Dispensasi pengadilan atau pejabat dalam hal calon mempelai tersebut belum

cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)

UU Perkawinan.63

58 Ibid., Pasal 6 ayat (1).

59 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

60 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (b).

61 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (c).

62 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (d).

63 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (e).
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6) Surat kematian suami atau istri yang terdahulu atau surat keterangan

perceraian dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau

lebih.64

7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / Hankam / Pangab,

dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya merupakan Anggota

Bersenjata.65

8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai

Pencatat, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir

sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang

lain.66

3. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari

penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.67 Apabila dari

hasil penelitian tersebut masih terdapat syarat yang belum dipenuhi (baik syarat yang

ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan pemerintah), maka hal itu

diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wakil calon

mempelai.68

4. Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tiada

sesuatu halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan

pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan

64 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (f).

65 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (g).

66 Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf (h).

67 Ibid., Pasal 7 ayat (1).

68 Ibid., Pasal 7 ayat (2).
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cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor

Pencatatan Perkawinan, di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca

oleh umum.69 Pengumuman tersebut tidak saja dilakukan di tempat pencatatan

perkawinan akan dilangsungkan, akan tetapi juga di kantor pencatatan perkawinan

yang ada di wilayah tempat kediaman para calon mempelai.70

Pengumuman ini harus ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan

memuat : nama, usia, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon

mempelai dan orang tua calon mempelai, serta nama dari suami / istri terdahulu

apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah menikah. Selain itu juga

memuat hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.71 Hal-hal

tersebut merupakan yang harus disebutkan, di sini berarti masih terbuka untuk

menyebutkan hal-hal yang lain.72

Tujuan daripada diselenggarakannya pengumuman ini adalah untuk memberi

kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan

bagi dilangsungkannya suatu perkawinan, apabila perkawinan itu diketahui

bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.73 Dalam hal ini

bertentangan yang dimaksud adalah perihal pencegahan perkawinan. Sehingga

terbuka keleluasaan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan pencegahan atas

perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut apabila hal itu diperlukan, yakni

karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi oleh calon suami istri

yang bersangkutan, dan apabila terdapat alasan untuk itu maka perkawinan tersebut

69 Ibid., Pasal 8.

70 Ibid., Penjelasan Pasal 9.

71 Ibid., Pasal 9.

72 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 50.

73 Indonesia (b), Op. Cit., Penjelasan Pasal 8.
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dapat dicegah. Di samping itu, pengumuman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.74

2.1.3.4 Syarat Formil Saat Perkawinan Dilangsungkan

1. Pelangsungan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 (sepuluh) hari

diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya

dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara

perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya yang dianut oleh calon suami istri, hal ini sesuai dengan bunyi dari

Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : perkawinan adalah sah jika

dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu.75

Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang dihadiri

oleh 2 (dua) orang saksi.76 Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk

umum dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan itu bukan

hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan, kedua orang saksi itu adalah orang yang

bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu.77 Di mana

tanda tangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.78

Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, perkawinan yang

dilangsungkan secara terbuka (untuk umum) dimaksudkan untuk :79

74 Darmabrata dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 50.

75 Ibid., hlm. 51.

76 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 10 ayat (3).

77 Darmabrata dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 51.

78 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 11 ayat (2).

79 Darmabrata dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 51.
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1) memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan, sehingga

bagi suami istri ada kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut telah

dilangsungkan;

2) mencegah terjadinya perkawinan gelap yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi;

3) mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa;

4) memberikan suasana hikmat atau sakral terhadap pelangsungan perkawinan;

5) untuk menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bertindak

serampangan di dalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.

2. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta dilakukan sesegera mungkin, sesaat setelah perkawinan

dilangsungkan.80 Hal ini dilakukan secara berurutan, yaitu oleh kedua mempelai,

kemudian para saksi, dan setelah itu akta perkawinan ditandatangani oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam, akta perkawinan

ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.81 Dengan selesainya

penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara

resmi.82

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan tersebut dilangsungkan,

sedangkan lembar kedua dikirim ke pengadilan negeri yang berwilayah di mana

perkawinan tersebut dilangsungkan dan selanjutnya disimpan oleh Panitera

Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan untuk kedua mempelai yang melangsungkan

perkawinan diberikan kutipan akta perkawinan.83

80 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 11 ayat (1).

81 Ibid., Pasal 11 ayat (2).

82 Ibid., Pasal 11 ayat (3).

83 Ibid., Pasal 13.
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2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan

Akibat dari adanya suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan

menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga

cukup penting adalah : 84

1. Hubungan Hukum Antara Suami Istri (Pasal 30-34 UU Perkawinan)

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami-istri antara seorang pria dan

seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun

bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan

tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-

sendiri.85

Pasal 30 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat (hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU

Perkawinan). Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga

tingkah laku suami istri tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak dan

masyarakat sekelilingnya.86

Ketentuan dalam Pasal 31 UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan

kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

hukum serta suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Sesuai dengan maksud dari Pasal tersebut, dalam pembinaan keluarga modern tidak

dikehendaki terjadinya perkawinan yang tidak seimbang antara kedudukan suami dan

kedudukan istri. Misalnya perkawinan terjadi antara suami yang berpendidikan tinggi

84 Prakoso dan Murtika, Op. Cit., hlm. 23.

85 Usman, Op. Cit., hlm. 337.

86 Subekti dan Mahdi, Op. Cit., hlm. 81.
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dengan istri yang berpendidikan rendah dan menjadi pembantu suami adalah tidak

baik.

Dalam hubungan kemasyarakatan dan/atau hubungan perekonomian, suami

bekerja dan istri bekerja sebagai karyawan, atau berwiraswasta mengadakan

hubungan dengan pihak ketiga dalam usaha tertentu atas tanggung jawab sendiri atau

atas tanggung jawab bersama. Dalam hubungan yang demikian keluarga modern

banyak menunjukkan keberhasilan, di mana istri tetap berkedudukan sebagai ibu

rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berarti bahwa seluruh

harta kekayaan hasil pencarian bersama dikuasai dan dimanfaatkan bersama.87

Karena keseimbangan hak dan kedudukan suami istri tersebut, masing-masing pihak

berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga sifat hubungan hukum antara

keduanya adalah bersifat individual. Lain halnya dengan sistem hukum perdata barat

yang membatasi perbuatan hukum bagi seorang istri, yang memerlukan izin atau

bantuan suaminya, jika tidak perbuatan hukumnya menjadi tidak sah. Walaupun hak

dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka memiliki peranan dan tanggung

jawab yang berbedan dalam keluarga. Menurut Pasal 31 ini, suami adalah kepala

keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga sebagai pendamping suami.

Menurut Pasal 32 UU Perkawinan, suami dan istri harus mempunyai tempat

tinggal (domisili) dan istri harus ikut dengan suami. Untuk membentuk keluarga yang

harmonis maka suami istri harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah, hal

tersebut penting untuk saling membina anak-anak yang telah dilahirkan agar menjadi

manusia yang diidam-idamkan. Selain itu untuk menghindari kemungkinan-

kemungkinan yang membuat para pihak curiga sehingga menimbulkan keretakan

keluarga. Kecuali dalam hal-hal di mana tempat suami mencari nafkah tidak

memungkinkan untuk membawa turut serta istri.88

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33, antara suami dan istri juga diwajibkan

untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara

yang satu dengan yang lain. Hal tersebut untuk menjamin keutuhan keluarga di dalam

87 Hadikusuma, Op. Cit., hlm. 110.

88 Subekti dan Mahdi, Op. Cit., hlm. 82.

Akibat hukum ..., Muhammad Ihsan, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



UNIVERSITAS INDONESIA

39

mendidik anak-anaknya, namun sangat disayangkan, kewajiban ini tidak disertai

dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan suami atau istri.

Misalnya, suami bersikap keras yang melampaui batas terhadap istrinya atau

keluarganya. Pengaturan tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah

tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.89

Kewajiban lainnya adalah suami wajib melindungi istri dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidupnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34, di

mana sang suami harus memenuhi sesuai degan kemampuannya. Makna dari Pasal ini

adalah agar suami selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.90

2. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Dengan Anak (Pasal 45-49 UU

Perkawinan)

Mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak diatur dalam Bab

X, di mana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, antara orang tua terhadap

anak pada satu pihak, serta hak dan kewajiban anak pada orang tua. Hak dan

kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa merupakan salah satu bagian

dari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan.91 Secara umum kewajiban

orang tua terhadap anak dapat kita lihat dalam Pasal 34, di mana orang tua terutama

suami yang menjadi bapak dari anak tersebut wajib untuk memenuhi segala biaya

pemeliharaan dan pengawasan serta pelayanan terhadap anak-anak mereka yang

masih belum dewasa, juga bertanggung jawab atas pembiayaan pembelanjaan hidup

dan kepentingan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa.

89 Ibid.

90 Ibid., hlm. 83.

91 Ibid., hlm. 84.
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Menurut Bab X UU Perkawinan yang menjadi kewajiban hukum kedua orang

tua dan anak adalah :92

1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Yang

dimaksud dengan memelihara di sini adalah mengawasi, memberikan

pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang

anak. Tanggung jawab tersebut harus bersifat kontinyu atau terus menerus

sampai anak tersebut mencapai batas usia sebagai orang dewasa yang telah

dapat berdiri sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak

mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang

memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan

dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai

dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan di tengah-tengah

masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia

lepas dari tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan

dikatakan bahwa pemeliharaan dan pendidikan itu harus mereka lakukan

sebaik-baiknya, oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh

orang tua semaksimal mungkin, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang

terpelihara, baik secara rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna

serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota

masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban

masyarakat. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini

berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan

berlangsung terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya putus. Jadi

prinsip yang berlaku di sini sifatnya adalah relative.

2) Kewajiban orang tua yang lain adalah mewakili anak-anak tersebut di dalam

dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)). Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal

47 ayat (1) yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun

atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tua, oleh karena itu, untuk sahnya perbuatan hukum yang dilakukan

92 Ibid.
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dengan pihak ketiga harus ada bantuan atau diwakili oleh orang tuanya. Akan

tetapi apabila usia si anak telah mencapai 18 tahun dianggap dengan

sendirinya si anak cakap dalam melakukan segala tindakan hukum tanpa

bantuan ataupun perwakilan dari orang tuanya.

3) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang

baik terhadap mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan sudah

semestinya. Tetapi jika kehendak orang tua itu menuju jalan yang tidak baik

atau menyuruh anaknya untuk berbuat jahat ataupun perbuatan-perbuatan

maksiat lainnya, maka si anak tidak perlu menaati kehendak orang tua

tersebut. Karena itu, ketaatan atas kehendak orang tua terbatas pada garis-

garis yang dibenarkan oleh hukum, kesopanan, dan kesusilaan yang hidup

dalam pergaulan masyarakat.

4) Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis

lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut telah dewasa dan memang

mampu untuk membantu orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas,

dan keluarga tersebut memang benar-benar memerlukan bantuan. Hal tersebut

merupakan suatu keharusan yang patut jika anak tersebut telah dewasa.

5) Memang tidak ada orang tua yang mengharapkan suatu balas jasa atas segala

suka duka yang dialaminya selama memelihara dan membesarkan anak. Oleh

karena itu adalah suatu kewajiban yang sudah sepatutnya bila anak yang

sudah dewasa dan berada dalam keadaan mampu serta berkecukupan untuk

membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang sudah tua.

3. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Dengan Harta Benda (Pasal 35-37 UU

Perkawinan)

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan mengenai harta dibedakan dalam : (1) harta

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) harta bawaan masing-

masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan lain.
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Mengenai harta bersama ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang

berbunyi bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak. Artinya, suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada

persetujuan dari istri, dan begitu pula sebaliknya, istri dapat bertindak atas harta

bersama setelah ada persetujuan dari suami.

Apabila para pihak perkawinannya putus karena perceraian maka mengenai

harta bersama tersebut diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, di mana harta bersama

itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan resmi atas Pasal

tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah

hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Mengenai harta bawaan dari

masing-masing pihak (suami dan istri) serta harta yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang

para pihak tidak menentukan lain dan mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

4. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Lingkungan Atau Masyarakat93

Dengan adanya perkawinan maka terjadi hak dan kewajiban antara suami istri

dengan lingkungan atau masyarakat, berupa :

1) Suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila

suami melalaikan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke pengadilan.

2) Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas utang-piutang suami istri.

3) Apabila perkawinannya putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing (Pasal 37 UU Perkawian).

93 Ibid., hlm. 80.
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2.2 TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI

HUKUM ISLAM

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu

nikah dan zawaj. Kedua kata inilah yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang

Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist nabi.94 Menurut Zahry Hamid

nikah ialah : “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan

ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya”.95 Sedangkan menurut

hukum Islam, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan melanjutkan

keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.96

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu,

amatlah tepat jika KHI dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.97

Banyaknya pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan

dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu, maka

menurut Sayuti Thalib, pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk

keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini

untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya

kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci di sini adalah untuk pernyataan

94 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.
35.

95 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di
Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 1.

96 Ibid.

97 Rofiq, Op. Cit., hlm. 69.
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segi keagamaan dari perkawinan tersebut. Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam

uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.98

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa perkawinan itu harus dilihat dari tiga

segi pandangan, yakni :99

1. Dari Segi Hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh QS. 4:

21, dinyatakan bahwa “...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”,

disebut dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaliizhaan”. Juga dapat dikemukakan

sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian

ialah karena adanya :

1) cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu

dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

2) cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah

diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh,

syiqaq, dan sebagainya.

2. Dari Segi Sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian

yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga

mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Dari Segi Agama, perkawinan merupakan suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara

perkawinan merupakan upacara yang suci, di mana kedua belah pihak

dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi

pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana

diingatkan oleh QS. 4: 1.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat

ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan

prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan

98 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

99 Ibid.
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akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang

telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu.

Selain itu, juga memuat ketentuan bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga

yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, bagaimana proses dan prosedur

berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan,

baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak

mereka, dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum

Islam atau Fuqahak ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau

Hukum Perkawinan Islam.100

2.2.2 Tujuan Perkawinan

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah

memperhatikan intisari dari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa

semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa

setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Oleh karena itu,

orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-

benar maksud dan tujuan perkawinan.101

Menurut Soemiyati, Filsuf Islam, Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah

perkawinan menjadi lima hal, yaitu :102

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta

mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Hal ini terdapat dalam firman

Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya : “wahai Tuhan kami,

karuniakanlah kepada kami istri dan anak yang akan menjadi cahaya mata”.

100 Hamid, Op. Cit., hlm. 1.

101 Ibid., hlm. 2.

102 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 12.
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2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Agama Islam mengakui

bahwa adanya rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik, dalam

Surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya : “...mereka (perempuan) itu pakaian

bagimu dan kamu pun pakaian dari mereka...”.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Menyadari bahwa

manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu birahinya, maka

untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya

banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah

melakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Soemiyati

menambahkan bahwa Daud Ali mengatakan : keluarga yang merupakan

kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan

terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan.

Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirnya tidak ada pula

unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.

5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan

memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam hal ini suami sebagai kepala

keluarga mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah

tangga, sebaliknya si istri juga membantu mengatur kehidupan rumah tangga.

Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si

suami berusaha dengan sunggug-sungguh dalam mencari rezeki, sedangkan si

istri berusaha lebih giat dalam berusaha mencari jalan untuk

menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau

mereka telah mempunyai anak, beban mereka pun akan bertambah berat,

maka aktivitas mereka pun makin bertambah.

Sehubungan dengan tujuan daripada perkawinan ini, KHI dalam Pasal 3

menyatakan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.
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2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya, rukun dan

syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak

ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa

rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau

unsur yang mengwujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di

luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun

dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula

syarat itu berdiri sendiri dalam arti bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur

rukun.103

Menurut Achmad Ichsan dalam bukunya, menyebutkan bahwa rukun

perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, yakni laki-laki,

perempuan, wali, saksi, dan akad nikah. Semua ini merupakan sebagian dari hakikat

perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki atau perempuan

misalnya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan,

tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri,

misalnya syarat untuk menjadi seorang wali harus seorang laki-laki yang muslim,

balig, berakal dan sebagainya.104

Dalam hal hukum perkawinan, untuk menempatkan mana yang rukun dan

mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, di mana perbedaan ini tidak

bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena

103 Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 59.

104 Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan
Ulasan Secara Sosiologi Hukum), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 31.
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berbeda dalam fokus melihat perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal

yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan,

laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai

perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun,

karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti

diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk

ke dalam syarat perkawinan.105

Ulama Hanafiyah, melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara

pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, dalam hal ini

terdapat perbedaan pandangan, di mana yang menjadi rukun perkawinan oleh

golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang

melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan

mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat

itu menjadi :106

1. Syuruth Al-In’iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad

perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka

syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan

akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan

disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah

orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. Syuruth Al-Shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam

perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat

hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu

tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

3. Syuruth Al-Nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu

perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan

105 Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 59.

106 Ibid., hlm. 60.
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tergantung kepada adanya syarat-syarat itu. Tidak terpenuhinya syarat ini

menyebabkan perkawinan menjadi fasad (tidak menurut aturan), seperti wali

yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang

untuk itu.

4. Syuruth Al-Luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan,

dalam arti kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung

kepadanya. Sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin

perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama

syarat itu belum terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami

harus sekufu dengan istrinya.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU

Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI

secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal

14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti Fiqh Syafi’iy dengan tidak

memasukkan mahar dalam rukun, yaitu :107

1. Akad Nikah

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang

melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab merupakan

penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak

kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya : “Saya kawinkan anak

saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. Qabul

adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya : ”Saya terima mengawini

anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad

perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan

107 Ibid., hlm. 61.

Akibat hukum ..., Muhammad Ihsan, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



UNIVERSITAS INDONESIA

50

sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan

mitsaaqaan ghaliizhaan yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua

orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu

berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Para ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun

perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di

antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan di antaranya

diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah

ucapan pihak wali perempuan, sedangkan qabul ucapan pihak laki-laki.

Tentang suatu kebolehan ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak

perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak

laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, misalnya : “Saya nikahi

anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Quran”. Ucapan

wali yang menyusul kemudian, misalnya : “Saya terima engkau menikahi

anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Quran”.

2) materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan

secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

3) ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun

sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari

ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.

4) ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat

membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu

ditujukan untuk selama hidup.

5) ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak

boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan lafaz sindiran

itu diperlukan niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak dapat

mengetahui apa yang diniatkan seseorang.
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UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan. Bahkan tidak

membicarakan akad sama sekali. Kemungkinan UU Perkawinan menempatkan akad

perkawinan itu sebagai perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.

Penempatan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad

nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang

bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun, KHI secara jelas mengatur akad perkawinan yang keseluruhannya

mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh. Pasal 27 menyatakan bahwa ijab dan qabul

antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Selanjutnya dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, dan wali nikah dapat mewakilkan dirinya

kepada orang lain. Kemudian pada Pasal 29 disebutkan bahwa :

1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain

dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai

pria.

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali berkeberatan calon mempelai pria

diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2. Calon Mempelai

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak

boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang

tersebut dalam Al-Quran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki

dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

1) kedua mempelai jelas secara identitas dan dapat dibedakan dengan yang

lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang

berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam

Al-Quran dan hadist Nabi kiranya merupakan suatu syarat agar kedua calon

mempelai telah sama-sama tahu mengenai pihak lain, secara baik dan terbuka.
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2) kedua mempelai sama-sama beragama Islam.

3) antara kedua mempelai tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.

4) kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan

pihak yang akan mengawininya.

5) keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan,

yakni sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai pria dan sekurang-

kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Mengenai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita ini, secara jelas

KHI juga telah mengaturnya. Pasal 15 menyatakan bahwa untuk kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6

ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas

persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat

berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga

berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kemudian pada Pasal 17 disebutkan bahwa sebelum berlangsungnya

perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon

mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh

salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi

calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat

dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dan Pasal 18 mengatur bahwa bagi calon suami dan calon istri yang

melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur

dalam Bab VI.
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3. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali

dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu

memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak

sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam

perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan

dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang

dilakukan oleh walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan.

Ketidakadaan wali menyebabkan tidak sahnya akad perkawinan. Wali ditempatkan

sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam

akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak

atas nama mempelai perempuan dan dapat pula menjadi orang yang diminta

persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam Hukum Islam, wali nikah ini bisa wali nasab atau wali hakim. Wali

nasab itu pria yang beragama Islam dan akil baligh yang berhubungan darah dengan

calon mempelai wanita dari pihak ayah. Adapun wali hakim itu merupakan pejabat

yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya agar bertindak

sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (nasab).

Wali nasab terdiri atas lima kelompok dalam urutan kedudukan, di mana

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanitanya, sebagai berikut :108

1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas :

a. ayah kandung;

b. kakek dari pihak ayah;

c. datuk dari pihak ayah;

108 Usman, Op. Cit., hlm. 294.
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d. dan seterusnya ke atas.

2) kelompok kerabat laki-laki garis menyamping:

a. saudara kandung laki-laki;

b. saudara laki-laki seayah;

c. anak saudara laki-laki kandung (kemenakan);

d. anak saudara laki-laki seayah (kemenakan);

e. cucu saudara laki-laki kandung;

f. cucu saudara laki-laki seayah;

g. buyut saudara laki-laki kandung;

h. buyut saudara laki-laki seayah.

3) kelompok kerabat paman :

a. saudara laki-laki kandung dari ayah (paman);

b. saudara laki-laki seayah dari ayah (paman);

c. anak saudara laki-laki kandung dari ayah (sepupu);

d. anak saudara laki-laki seayah dari ayah (sepupu);

e. cucu saudara laki-laki kandung dari ayah;

f. cucu saudara laki-laki seayah dari ayah;

g. buyut saudara laki-laki kandung dari ayah;

h. buyut saudara laki-laki seayah dari ayah.

4) kelompok kerabat ayah dari ayah (kakek) :

a. saudara laki-laki kandung dari kakek;

b. saudara laki-laki seayah dari kakek;

c. anak saudara laki-laki kandung dari kakek;

d. anak saudara laki-laki seayah dari kakek;

e. cucu saudara laki-laki kandung dari kakek;

f. cucu saudara laki-laki seayah dari kakek;

g. buyut saudara laki-laki kandung dari kakek;

h. buyut saudara laki-laki seayah dari kakek.

5) kelompok kerabat datuk :

a. saudara laki-laki kandung dari datauk;
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b. saudara laki-laki seayah dari datuk;

c. anak saudara laki-laki kandung dari datuk;

d. anak saudara laki-laki seayah dari datuk;

e. cucu saudara laki-laki kandung dari datuk;

f. cucu saudara laki-laki seayah dari datuk;

g. buyut saudara laki-laki kandung dari datuk;

h. buyut saudara laki-laki seayah dari datuk.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam

persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan

wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah

orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya

pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon

mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai

sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini

diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat

atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam hal

Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 ayat (1). Berkenaan dengan wali nikah ini,

KHI juga telah menjelaskan secara lengkap.

Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

menikahkannya. Selanjutnya dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa yang bertindak

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni

muslim, aqil dan baligh; dan wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali

hakim. Kemudian pada Pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat

kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita,

yakni :
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1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari

pihak ayah dan seterusnya.

2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki

seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,

saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-

sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih

dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; apabila dalam satu

kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah

ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah; apabila dalam satu kelompok, derajat

kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Berikutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa apabila wali nikah yang paling

berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali

nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali

bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 mengatur

bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau

gaib atau adlal atau enggan; kemudian dalam hal wali adlal atau enggan maka wali

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan

Agama tentang wali tersebut.

4. Saksi

Akad pernikahan harus harus disaksikan oleh dua orang saksi agar ada

kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang
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berakad di kemudian hari. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1) saksi itu berjumlah paling sedikit dua orang.

2) kedua saksi itu beragama islam.

3) kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

4) kedua saksi itu adalah laki-laki.

5) kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan

tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.

6) kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

7) kedua saksi telah dewasa (akil baligh).109

UU Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat

perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam hal

Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan

pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU

Perkawinan.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan pada 3 pasal secara berurutan. Pasal

24 menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad

nikah dan setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya

dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad

nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan

tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian pada Pasal 26 disebutkan bahwa saksi harus

hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah

pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

109 Rofiq, Op. Cit., hlm. 71.
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2.2.4 Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang

ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, hal ini dikarenakan masih

tergantung pada satu hal, yakni apakah perkawinan tersebut telah terlepas dari segala

hal yang menghalangi. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang

dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak

boleh melakukan perkawinan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak

boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak

boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan dalam bahasa agama Islam disebut dengan mahram.

Larangan perkawinan itu sendiri ada 2 (dua) macam. Pertama, larangan abadi

(muabbad), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (muaqqat), dengan uraian

sebagai berikut :

1. Larangan Abadi (Mahram Muabbad)

Yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya,

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang diatur dalam Pasal 39 KHI, yaitu :

1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau

keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat semenda :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;

b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
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3) Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke

bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke

bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Menurut Ahmad Rofiq, Pasal ini didasarkan kepada firman Allah dalam

Quran Surat An-Nisa ayat 22-23 yang artinya :110

(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu teramat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya
jalan (yang ditempuh).

(23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu
yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu
istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya. Dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pasal 39 KHI pada angka 1 (satu) mendahulukan mahram nasab, yaitu

mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat An-Nisa

ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian

110 Ibid., hlm. 123.
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sesusuan, yang diatur pada angka 3 (tiga). Sementara angka 2 (dua) mahram karena

kerabat semenda atau perkawinan, didasarkan pada surat An-Nisa ayat 22.111

Pertalian Nasab, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Orang-

orang (untuk kelompok pertalian nasab) yang disebutkan dalam Al-Quran dinyatakan

dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara

vertikal atau horizontal. Dari pengembangan pengertian tersebut, maka secara

lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena

nasab itu, menurut Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut :112

1) ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

2) anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya

menurut garis lurus ke atas.

3) saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

4) saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau

seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya

menurut garis lurus ke atas.

5) saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu;

saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus

ke atas.

6) anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki

kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

7) anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung,

seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya

karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :113

111 Ibid., hlm. 125.

112 Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 111.

113 Ibid.
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1) ayah, ayahnya ayah, dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.

2) anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan,

dan seterusnya ke bawah.

3) saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.

4) saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah;

saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan

seterusnya ke atas.

5) saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara

laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke

atas.

6) anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari

saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis

lurus ke bawah.

7) anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-

laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya

dalam garis lurus ke bahwah.

Pertalian Kerabat Semenda, disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan

yang disebut dengan hubungan mushaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh

dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena pertalian kerabat semenda

adalah sebagai berikut :114

1) perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

2) perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.

3) ibu istri atau mertua.

4) anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan karena

adanya pertalian kerabat semenda sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya

114 Ibid., hlm. 112.
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seorang perempuan tidak boleh kawin dengan seorang laki-laki untuk selamanya

karena pertalian kerabat semenda adalah sebagai berikut :115

1) laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.

2) ayah dari suami atau kakeknya.

3) anak-anak dari suaminya atau cucunya.

4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Pertalian Sesusuan, terjadi bila seorang anak menyusu kepada seorang

perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan

bagi si anak, hal ini menyebabkan perempuan yang menyusukan itu menjadi seperti

ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan

hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan yang menyusukan itu

sudah seperti ayah dari anak yang disusukan itu. Sebaliknya bagi ibu yang

menyusukan maka suami anak tersebut sudah seperti anak (menantu) nya. Demikian

pula anak yang dilahirkan oleh ibu yang menyusukan itu sudah seperti saudara dari

anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Selanjutnya hubungan sesusuan ini sudah

seperti hubungan nasab.116

Dengan disamakannya hubungan sesusuan dengan hubungan nasab, menurut

Amir Syarifuddin maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan sesusuan

itu secara lengkap adalah sebagai berikut :117

1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah : ibu yang menyusukan,

yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya

dalam garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek

dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah

susuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas melalui hubungan nasab atau

susuan.

115 Ibid., hlm. 115.

116 Ibid., hlm. 116.

117 Ibid., hlm. 120.
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2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan

istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan istri anak

laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan

ibu sesusuan; yang disusukan ibu susuan; yang dilahirkan istri ayah susuan;

anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu; yang disusukan

istri dari ayah.

4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu adalah saudara dari ayah

susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan itu adalah saudara dari ibu susuan,

saudara dari ibunya ibu susuan.

6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan. Yang termasuk anak saudara

ini adalah anak dari saudara sesusuan; cucu dari saudara sesusuan, dan

seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan,

yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara

perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis

lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Selain karena ketiga sebab di atas (nasab, semenda, dan sesusuan), masih

terdapat satu sebab lagi yang termasuk kepada larangan yang bersifat abadi (Mahram

Muabbad), yakni larangan karena li’an. Setelah berlangsung prosesi li’an antara

suami dan istri, terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus

hubungan perkawinan di antara keduanya. Putusnya perkawinan tersebut menurut

beberapa ulama, yaitu Imam Malik dan Al-Laits terjadi setelah keduanya

menyelesaikan li’an-nya. Sedangkan menurut ulama lainnya, yaitu Imam Syafi’iy

putusnya perkawinan setelah suami menyelesaikan li’an-nya tanpa memerlukan

putusan hakim. Adapun menurut Abu Hanifah perkawinan putus semenjak

diputuskan oleh hakim.
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Setelah putus perkawinan itu, apakah suami yang telah me-li’an istrinya itu

masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat beda

pendapat di kalangan ulama.

Menurut Amir Syarifuddin, kebanyakan ulama berpendapat bahwa

perkawinan akibat li’an berlaku untuk selamanya. Mereka beralasan dengan hadist

Nabi dari Ibnu Umar yang mengatakan, yang artinya :118

Rasul Allah memisahkan di antara dua orang yang saling me-li’an dan
bersabda : “perhitunganmu diserahkan kepada Allah; salah seorang di
antaramu adalah pembohong tidak ada jalan cara untukmu kembali
kepadanya”.

Di sisi lain, Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk

kembali membangun perkawinan bila salah seorang di antara keduanya mencabut

sumpah li’an-nya. Dengan pencabutan itu menurut ulama ini keduanya dapat kembali

dengan akad baru. Oleh sebab itu, dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan.

Namun KHI secara tegas menyatakan bahwa dilarang melangsungkan

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an.

Larangan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b.

2. Larangan Dalam Waktu Tertentu (Mahram Ghairu Muabbad)

Yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu karena disebabkan

oleh hal tertentu. Apabila hal tertentu itu sudah tidak ada, maka larangan itu tidak

berlaku lagi. Menurut Amir Syarifuddin, larangan kawin sementara waktu itu berlaku

dalam hal-hal tersebut di bawah ini :119

1) Larangan Mengawini Dua Orang Saudara Dalam Satu Masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan

dalam masa yang sama dalam Hukum Islam maupun dalam UU Perkawinan. Bila

118 Ibid., hlm. 122.

119 Ibid., hlm. 124.
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seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, maka dalam waktu yang sama

dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila kedua

perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan

dengan kedua peremuan itu batal. Jika dikawininya dalam waktu yang berurutan

perkawinan yang pertama adalah sah, sedangkan dengan perempuan yang kedua

menjadi batal. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya :

“...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang

telah berlalu...”

Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara itu ialah

merusak hubungan silaturrahmi di antara dua orang yang sebenarnya harus

memelihara silaturrahmi.

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan

memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara

perempuan ayahnya atau antara perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Hal

ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya dari Abu Hurairah menurut riwayat yang

muttafaq alaih, yang artinya : ”tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang

perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang

perempuan dengan saudara ibunya.”

Bila istrinya itu telah diceraikannya, maka barulah boleh menikahi saudara

perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau dengan saudara ibunya. Dalam KHI

larangan ini terdapat dalam Pasal 41, yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang

memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab

atau sesusuan dengan istrinya, yakni : (a) saudara kandung, seayah atau seibu atau

keturunannya; (b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Kemudian dalam ayat

selanjutnya dinyatakan bahwa larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya

telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.

2) Larangan Poligami Di Luar Batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami hanya diperbolehkan paling banyak
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menikahi 4 (empat) orang, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu

telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan yang

kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di

antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya. Pembatasan menikahi empat

orang istri ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang

artinya : “Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim

perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila

kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.”

Menurut Amir Syarifuddin, pembatasan dalam ayat di atas dikuatkan oleh

hadis Nabi dalam kasus Ghailan Al-Tsaqafi yang masuk Islam sedangkan dia

mempunyai istri 10 (sepuluh) orang. Nabi bersabda : “tahanlah (dalam perkawinan)

sebanyak empat orang dan ceraikanlah yang lainnya”. Dari ayat tersebut jelas bahwa

Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang suami mempunyai istri

lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan

suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istri itu. Bahkan ditegaskan

bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil, maka tidak boleh kawin lebih dari satu

orang dalam satu masa.120

Nabi sendiri melakukan poligami dan demikian pula dengan sebagian besar

sahabatnya. Namun karena ketinggian keagamaannya mereka mampu berlaku adil di

antara para istrinya dan tidak menimbulkan masalah keluarga.

Dewasa ini, setiap negara yang menetapkan UU Perkawinan bagi umat Islam

dapat mengembangkan syarat adil tersebut dalam bentuk mempersempit terjadinya

poligami dengan syarat yang lebih berat, seperti : kemampuan membelanjai semua

istri-istrinya yang dibuktikan kemampuan itu dengan bukti penghasilannya dalam

setahun atau sebulan umpamanya.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 42, yang menyatakan bahwa

seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria

tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih

120 Ibid., hlm. 126.
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terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang di

antara mereka masih terikat tali perkawinan, sedang yang lainnya dalam masa iddah

talak raj’i.

3) Larangan Karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram

dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu

dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran,

meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya.

Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh

suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula

menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja. Keharaman mengawini

perempuan bersuami itu terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang bunyinya : “dan

(diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak

yang kamu miliki”. Ayat tersebut di atas menutup kemungkinan berlakunya

perkawinan poliandri dalam Islam.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf a, yang menyatakan

bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu, yakni karena wanita yang bersangkutan masih terikat

satu perkawinan dengan pria lain.

4) Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan 3 (tiga) talak, baik

sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan

istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya. Menurut Amir

Syarifuddin, hal ini dinyatakan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya

: “Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan

itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain”.121

121 Ibid., hlm. 128.
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Istri yang telah diceraikan itu boleh kawin dengan laki-laki mana pun setelah

habis masa iddahnya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang

menalaknya sampai tiga kali itu.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup

dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan,

melainkan setelah istri tersebut bergaul secara sah dengan suami keduanya itu. Hal ini

dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang bersumber dari Aisyah muttafaq alaih, yang

artinya :

Aisyah berkata : seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian
dikawini oleh laki-laki lain; kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia
bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda : “tidak, hingga
suami kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana yang dirasakan oleh
suami pertama”.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yang

menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Namun, pada ayat 2 Pasal ini

dinyatakan bahwa larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan

telah habis masa iddahnya.

5) Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh

dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan

itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Menurut Amir Syarifuddin, hal

ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadistnya dari Usman bin Affan menurut

Riwayat Muslim yang mengatakan : “orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan

tidak boleh dikawinkan”. 122

122 Ibid., hlm. 129.
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Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa

selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan

dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, dan apabila terjadi perkawinan

dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya

tidak sah.

6) Larangan Karena Perzinaan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah

hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, baik

masing-masing sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak.

Laki-laki yang telah melakukan perzinaan itu disebut pezina.

Amir Syarifuddin dalam bukunya membahas hal ini dari dua hal, yaitu :

kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan

hamil sebagai akibat zina.123

a. Kawin Dengan Pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina),

sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.

Keharaman mengawini pezina ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nur

ayat 3, yang artinya :

Laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau
perempuan musyrik; perempuan pezina tidak akan kawin kecuali dengan laki-
laki pezina atau laki-laki musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang
yang beriman.

Ayat Al-Quran tersebut di atas dikuatkan pula oleh hadist Nabi dari Abu

Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang artinya : “bahwasanya Nabi

SAW bersabda : pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali

dengan sesamanya”.

123 Ibid., hlm. 130.
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Para ulama berbeda dalam memahami hukum yang timbul dari ayat Al-Quran

dan hadist Nabi yang menguatkannya tersebut di atas, karena larangan dalam ayat

mengandung kemungkinan larangan haram atau berarti mencela. Sebagian ulama

berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina, sedangkan

sebagaian lain membolehkannya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah larangan

mengandung arti celaan dan bukan untuk haram. Di samping itu, mereka memperkuat

pendapatnya dengan hadist Nabi yang mengisahkan, yang artinya :

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW tentang istrinya yang
tidak menolak sentuhan laki-laki lain. Nabi berkata kepadanya : “Ceraikanlah
dia”. Si laki-laki berkata : “saya masih mencintainya”. Nabi berkata : “kalau
begitu tahanlah dia”.

Perbedaan di kalangan ulama tersebut di atas sebelum perempuan itu tobat

dari perbuatan zinanya. Adapun setelah dia tobat, semua ulama sepakat mengatakan

bahwa larangan ini tidak berlaku lagi, karena dengan tobat itu dia sudah menjadi

perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan

dosanya telah diampuni Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-

Furqan ayat 68 dan 70, yang artinya :

(68) Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain berserta Allah;
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali secara hak; dan
tidak berzina.

(70) Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya mendapatkan dosa. Dan
orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh;
maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan.

b. Kawin Dengan Perempuan Hamil Karena Zina

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya, mengenai perempuan hamil ini

menyangkut dua hal. Pertama, kawin dengan pezina yang sudah dibicarakan

sebelumnya dengan hukum yang berlaku padanya. Kedua, kawin dengan perempuan

yang sedang hamil karena zina.124

124 Ibid., hlm. 132.
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Kawin dengan perempuan hamil menjadi pembicaraan, karena seorang yang

sedang hamil itu biasanya sedang menjalani iddah hamil dari suaminya yang mati

atau yang menceraikannya. Dalam hal yang demikian sudah jelas hukumnya, yaitu

perempuan tersebut tidak boleh dikawini karena dia sedang menjalani masa iddah

hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia melahirkan anak.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, para ulama berbeda

pendapat dalam menetapkan hukumnya. KHI mengadopsi pendapat para ulama

Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Zhahiriyah, yang menyatakan bahwa perempuan yang

sedang hamil karena zina boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang

dikandungnya.

Dalam KHI larangan karena perzinaan ini terdapat dalam Pasal 53, yang

menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat

dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan

dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan

ulang setelah anak yang dikandung lahir.

7) Larangan Karena Beda Agama

Yang dimaksud dengan beda agama di sini adalah perempuan muslimah

dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan

non-muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak

beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang

disebut juga dengan ahli kitab; dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik.

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak

percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan

dengan seorang yang muslim. Begitu pula sebaliknya, laki-laki musyrik haram kawin

dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki

muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-

laki musyrik dinyatakan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya :
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Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih
baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu.
Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik
sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih
baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu.

Menurut Amir Syarifuddin, mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki

muslim sebenarnya dibolehkan, oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam

Al-Quran, di antaranya terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya :125

Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi kitab itu halal untukmu dan makanan kamu halal
untuk mereka. Dan dihalalkan (mengawini) perempuan yang menjaga
kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga
kehormatan di antara perempuan-peempuan ahli kitab sebelum kamu, bila
kamu telah memberikan mahar mereka.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, yang

masing-masing menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara

seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni dengan seorang

wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama

Islam.

8) Larangan Karena Masa Iddah

Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik

iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan

dengan laki-laki selain muslim yang menceraikannya. Bila ternyata ada yang

melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan. Setelah

dibatalkannya perkawinan tersebut dan habis masa iddahnya, apakah boleh mantan

suami mengawininya ?

125 Ibid., hlm. 135.

Akibat hukum ..., Muhammad Ihsan, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



UNIVERSITAS INDONESIA

73

Menurut Amir Syarifuddin, beberapa ulama berpendapat lain. Imam Malik,

Al-Awza’iy, dan Al-Laits berpendapat bahwa pasangan yang kawin dalam masa

iddah tersebut dipisahkan, dan tidak boleh keduanya melangsungkan perkawinan

sesudah itu untuk selamanya. Alasan yang mereka gunakan adalah atsar shahabi dari

Sa’id bin Al-Musayyab dan Sulaiman bin Yasar yang mengatakan :

Sesungguhnya Umar bin Khathab menceraikan antara Thulaihah Al-Asadiyah
dengan suaminya Rasyid Al-Tsaqsafiy yang keduanya kawin dalam masa
iddah dari suaminya yang kedua dan berkata : “perempuan yang kawin dalam
masa iddah jika suami yang mengawininya belum menggaulinya, dipisahkan
di antara keduanya, kemudian perempuan itu menjalani sisa masa iddahnya
dari yang pertama sedangkan yang lain adalah peminang. Jika suami itu telah
menggaulinya, diceraikan keduanya kemudian perempuan itu menjalani sisa
masa iddahnya dan menjalani iddah kedua, sesudah itu keduanya tidak boleh
berkumpul untuk selamanya.

Ulama lain di antaranya Abu Hanifah, Imam Al-Syafi’iy, dan Tsauriy

berpendapat bahwa keduanya boleh melangsungkan perkawinan setelah dipisahkan

dan habis masa iddahnya, dalam arti keharaman mengawini perempuan itu bagi si

laki-laki tidak berlaku untuk selamanya. Alasan mereka kiranya adalah perkawinan

itu hak seseorang selama tidak ada dalil yang pasti untuk melarangnya, karena atsar

shahabi tersebut di atas tidak cukup kuat untuk menghalangi perkawinan tersebut.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf b, yang menyatakan

bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu, yakni dengan seorang wanita yang masih berada

dalam masa iddah dengan pria lain.

2.2.5 Akibat Hukum Perkawinan

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara

sah, maka pada saat itu juga masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan
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dan telah hidup sebagai suami istri.126 Dengan adanya ikatan perkawinan ini, maka

sudah tentu akan menimbulkan berbagai akibat hukum, yang di antaranya :

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau

istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat dipenuhi apabila

pasangannya melaksanakan kewajibannya atau dapat pula hapus apabila orang yang

berhak ikhlas bila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak yang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan

atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak

yang lain.127

Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Neng Djuabedah dkk dalam

bukunya, menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dibedakan menjadi 3

(tiga) macam, yaitu : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.128

Dalam hak istri ada kewajiban atas suami, maknanya adalah suami

berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak istrinya itu. Demikian pula

sebaliknya mengenai hak suami atas istri, hal ini merupakan kewajiban istri untuk

memenuhi dan melaksanakan hak suaminya. Sedangkan hak bersama adalah hak-hak

yang dimiliki oleh suami istri secara bersama-sama dan kewajibannya pun dipenuhi

secara bersama-sama pula.129 Ketiga hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1) Hak dan Kewajiban Bersama

a. Halal saling bergaul dan mengadakan cucu (QS. 4: 23).

126 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 107.

127 Ibid.

128 Ibid., hlm. 108.

129 Ibid.
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b. Hak saling mewaris apabila salah seorang suami atau istri meninggal

dunia (QS. 4: 12).

c. Sah menasabkan anak kepada suami.

d. Saling mencintai dan saling menyantuni serta menciptakan pergaulan

suami istri yang baik dan tenteram (QS. 4: 19 dan QS. 30: 21).

e. Saling menjaga rahasia masing-masing, artinya suami harus menjaga

rahasia yang dimiliki oleh istrinya dan demikian pula istri wajib menjaga

rahasia suaminya (QS. 4: 34).

2) Hak Istri atas Suami

a. yang bersifat kebendaan

i. hak untuk menerima mahar, artinya suami wajib memberikan mahar

kepada istrinya (QS. 4: 4).

ii. hak atas nafkah, artinya suami wajib memberikan nafkah yang wajar

dan yang sesuai dengan kesanggupan suami (QS. 2: 233).

iii. hak atas tempat kediaman, artinya suami wajib menyediakan rumah

kediaman untuk tempat tinggal bagi keduanya, menurut kesanggupan

suami (QS. 65: 6).

b. yang bukan bersifat kebendaan

i. hak untuk digauli dengan baik oleh suaminya (QS. 2: 222-223).

ii. hak untuk dipelihara dan dijaga oleh suaminya (QS. 66: 6).

iii. hak untuk diperlakukan adil oleh suaminya dalam hal suami beristri

lebih dari seorang (QS. 4: 3).

3) Hak Suami atas Istri

a. istri harus taat dan patuh terhadap suami, dalam hal suami masih

melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan

kehidupan suami istri (QS. 4: 34).

b. istri berkewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangga dengan

baik, termasuk memelihara dan mendidik anak (QS. 4: 34).

c. istri jarus menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (QS. 4:

34).
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Pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam KHI

merupakan gabungan dari ketentuan dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan.130 Hal

tersebut terdapat dalam BAB XII yang terdiri dari 6 bagian, yakni :

1) Bagian Pertama, merupakan Ketentuan Umum (Pasal 77 dan Pasal 78), yang

menyatakan bahwa :

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi

dasar dan susunan masyarakat;

b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia

dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

e. Jika suami atau istri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

g. Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri bersama.

2) Bagian Kedua, mengatur Kedudukan Suami Istri (Pasal 79), yang menyatakan

bahwa :

a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

dalam masyarakat.

c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

130 Ibid., hlm. 116.
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3) Bagian Ketiga, mengatur Kewajiban Suami (Pasal 80), yang menyatakan

bahwa :

a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

diputuskan oleh sumai istri bersama.

b. Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

i. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

ii. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

istri dan anak;

iii. biaya pendididkan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap istrinya (nafkah, kiswah, tempat kediaman,

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri

dan anak) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada huruf e.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud huruf e gugur apabila istri

nusyuz.

4) Bagian Keempat, mengatur Tempat Kediaman (Pasal 81), yang menyatakan

bahwa :

a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-

anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
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c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah

tangga.

d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun

sarana penunjang lainnya.

5) Bagian Kelima, mengatur Kewajiban Suami yang beristri lebih dari seorang

(Pasal 82), yang menyatakan bahwa :

a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban

memberikan tempat tiggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri

secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian

perkawinan.

b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya

dalam satu tempat kediaman.

6) Bagian Keenam, mengatur Kewajiban Istri (Pasal 83 dan Pasal 84), yang

menyatakan bahwa :

a. Kewajiban utama bagi seoarang istri ialah berbakti lahir dan batin

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya.

c. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali

dengan alasan yang sah.
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d. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya (nafkah,

kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

biaya pengobatan) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan

anaknya.

e. Kewajiban suami tersebut pada huruf d di atas berlaku kembali

sesuadah istri nusyuz.

f. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus

didasarkan atas bukti yang sah.

2. Harta Kekayaan

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami dan harta istri itu terpisah,

jadi masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan

hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan

yang sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-

masing sebelum terjadi perkawinan, ataupun harta yang diperoleh masing-masing

pihak atas usahanya sendiri. Termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri

karena hibah, warisan, ataupun hadiah setelah mereka menikah.131

Dalam Al-Quran tidak diatur mengenai harta bersama suami istri dalam

perkawinan. Menurut Neng Djubaedah dkk, dalam QS. 4: 32 ditegaskan bahwa :

“...bagi laki-laki ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada

harta kekayaan atas hasil usahanya sendiri”. Penyebutan laki-laki dan wanita dalam

ayat ini tidak diartikan sebagai suami dan istri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-

laki dan wanita, atau dengan kata lain setiap orang.132

Sehubungan dengan ayat di atas, seperti yang dikutip oleh Neng Djubaedah

dkk dalam bukunya, Hazairin menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak mengatur

lembaga harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak diatur

dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam

131 Ibid., hlm. 122.

132 Ibid.

Akibat hukum ..., Muhammad Ihsan, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



UNIVERSITAS INDONESIA

80

untuk mengaturnya secara syura bainahum (QS. 42: 38). Dengan demikian, Pasal 35

dan 36 UU Perkawinan merupakan permulaan hak otonomi tersebut.133

Mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan ini, selain terdapat pada

Pasal 35 dan Pasal 36 UUP, diatur pula dalam KHI. Pengaturan dalam pasal-pasal ini

pada dasarnya sama, namun dengan rumusan yang berbeda, yang terpenting tidak

bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau

Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri

selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya dalam Pasal 85 dinyatakan

bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Kemudian pada Pasal 86 disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada

percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap

menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi

hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Dan Pasal 87 mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri

dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau

lainnya.

Dari pasal-pasal di atas jelas bahwa pada KHI mengakui adanya harta

bersama suami istri dalam perkawinan. Selain itu, pada dasarnya tidak ada

percampuran antara harta suami dan harta istri. Namun demikian, percampuran harta

dapat terjadi apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya sepakat

menentukan bahwa harta milik pribadi tersebut disyirkahkan menjadi harta bersama,

133 Ibid., hlm. 123.
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maka harta tersebut tidak berada dalam penguasaan suami atau istri saja, namun

dalam penguasaan keduanya.134

3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak

Dengan lahirnya anak setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, maka

timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya

maupun sebaliknya. Dalam Al-Quran orang tua wajib memelihara, mengasuh,

mendidik, dan menjaga serta melindungi anak menurut kadar kemampuannya (QS. 2:

233).135

Menurut Abdur Rozak, seperti yang dikutip Neng Djubaedah dkk dalam

bukunya, kewajiban orang tua merupakan hak anak, dan hak-hak tersebut adalah

sebagai berikut :136

1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.

2) Hak anak dalam kesucian keturunannya.

3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik.

4) Hak anak dalam menerima susuan.

5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi

keberlangsungan hidupnya.

7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tentang kewajiban orang tua

terhadap anak, namun hanya tersirat bahwa kewajiban orang tua adalah sebagai

berikut :137

134 Ibid., hlm. 127.

135 Ibid., hlm. 177.

136 Ibid.

137 Ibid., hlm. 182.
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1) Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa

(21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum

pernah melangsungkan perkawinan.

2) Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

pengadilan (Pasal 98).

3) Ayah wajib menanggung biaya penyusuan (Pasal 104).

4) Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah mumayyiz

diserahkan kepada anak untuk memilih, adapun biaya pemeliharaan

ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105).

5) Wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau

di bawah pengampuan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

KHI juga tidak menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Namun,

menurut hukum Islam kewajiban utama dari seorang anak terhadap orang tuanya

adalah sebagai berikut :

1) Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya (QS. 21: 14).

2) Berkata lemah lembut terhadap orang tuanya (QS. 17: 23).

3) Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia (QS. 17: 23).
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BAB 3

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

3.1 TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN

3.1.1 Pembatalan Perkawinan

Sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, terlebih dahulu perlu diadakan

pemeriksaan dan penelitian, guna mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan yang

diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan

perkawinan itu. Jika ternyata salah satu atau keduanya, dari yang disebut di atas itu

tidak dipenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu harus dicegah. Namun apabila

perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka haruslah diadakan pembatalan

terhadap perkawinan yang bersangkutan oleh Pengadilan Agama, melalui

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.138

Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak

berfungsinya pengawasan, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pejabat yang

berwenang. Secara sederhana terdapat dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan,

yakni : adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan (syarat formil) dan adanya

pelanggaran terhadap materi perkawinan (syarat materil).139 Masalah pembatalan

perkawinan ini diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan.140

138 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai
Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.

139 Ibid.

140 Ibid.
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Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa keputusan yang

menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang

dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian ini dapat ditarik

beberapa kesimpulan, yaitu : perkawinan dianggap tidak sah (no legal force),

sehingga dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Karena itu

pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak

pernah kawin dan tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri. Jadi, berdasarkan

pengertian ini, istilah batal-nya perkawinan dianggap tidak tepat oleh para sarjana

hukum, lebih tepat jika dikatakan perkawinan dapat dibatalkan, sebab bila

perkawinan itu tidak memenuhi syarat barulah perkawinan itu dibatalkan. Sehingga

dalam hal ini istilahnya bukan batal (nietig), melainkan dibatalkan (vernietigbaar).141

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Wahyono

Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif dalam bukunya, kata dapat di sini tidak bisa

dipisahkan dari kata dibatalkan, yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah

sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (vernietigbaar),

sebagai lawan daripada batal demi hukum. Sehingga, jika kita mengikuti alam pikiran

pembentuk undang-undang, maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan

ada yang tidak bisa dibatalkan, atau dengan perkataan lain ada perkawinan yang sah

dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.142

Di dalam Pasal 22 UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan hal-hal yang dapat diajukan untuk

membatalkan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 UU Perkawinan

ini.

Menurut M. Yahya Harahap secara teoritis UU Perkawinan menganut prinsip

bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum

141 Darmabrata dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 59.

142 Ibid., hlm. 60.
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sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan, yang dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya

dapat diputus oleh pengadilan.143

Secara logika, suatu perkawinan telah dilaksanakan awalnya secara yuridis

formil, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan

pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau

syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing pihak maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku.144

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan

akibat yang menjadikan hasil dari perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum,

karena adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya

pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan,

perkawinannya menjadi tidak sah.145 Pembatalan perkawinan juga dapat membawa

akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka

untuk menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, pembatalan perkawinan

hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pengadilan dalam daerah

hukum tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal dari kedua belah

pihak suami atau istri.146

UU Perkawinan menentukan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan.147 Hal yang demikian ini diatur dalam Pasal 23, di mana yang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

143 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cet. 1, (Medan: Zahir Trading, 1975),
hlm. 74.

144 Ibid.

145 Ichsan, Op. Cit., hlm. 63.

146 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 177.

147 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm.
30.
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a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

b. suami atau istri;

c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap

orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

UU Perkawinan menetapkan dalam Pasal 22, bahwa perkawinan dapat

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan. Menurut penjelasan dari Pasal ini, pengertian dapat diartikan sebagai

dapat batal atau dapat tidak batal, jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-

masing tidak menentukan lain. Hal tersebut mengingat Pasal 2 ayat (1) UU

Perkawinan yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan bergantung pada

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara khusus suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh seseorang yang karena

suatu perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak

dalam perkawinan yang baru, atas dasar masih adanya perkawinan yang terdahulu.148

Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri

yang bersangkutan.149 Namun, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri tersebut

gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat

memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.150

148 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 24.

149 Ibid., Pasal 26 ayat (1).

150 Ibid., Pasal 26 ayat (2).
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Seorang suami atau istri dapat pula mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar

hukum ataupun apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka

mengenai diri suami atau istri.151 Tetapi hak ini gugur jika sejak ancaman telah

berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, yang bersangkutan

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri

dan tidak mempergunakan haknya itu untuk mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan.152

3.1.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat

atau kekuatan hukum yang tetap, maka berakibat batalnya perkawinan, kebatalannya

berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.153 Namun, menurut Pasal

28 ayat (2) UU Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut

terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut; suami atau istri yang

bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan

perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-orang

ketiga lainnya yang tidak termasuk yang tersebut sebelumnya, sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.154

Dari isi Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan

perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir

setelah dilangsungkan perkawinan dan sebelum terjadinya pembatalan perkawinan

tersebut. Anak tetap berkedudukan sebagai anak sah, dan tetap memperoleh haknya

151 Ibid., Pasal 27 ayat (1) dan (2).

152 Ibid., Pasal 27 ayat (3).

153 Ibid., Pasal 28 ayat (1).

154 Ibid., Pasal 28 ayat (2).
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sebagai anak, baik terhadap ayah maupun ibunya. Tujuan undang-undang mengatur

demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidak adanya

suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan

merupakan syarat yang utama, oleh karena tidak hanya menyangkut pribadi orang-

orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan

umum.155

Mengenai masalah hubungan hukum yang terjadi di antara suami dan istri,

setelah terbitnya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa adanya pembatalan

perkawinan oleh karena ada salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi,

sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum, maka

seketika itu juga hilanglah pula hak dan kewajiban hukum di antara suami dan istri

tersebut (kembali kepada keadaan sebelum terjadinya perkawinan). Sedangkan,

maksud daripada suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dalam pasal ini

adalah bahwa mereka dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan yang

dapat menimbulkan kerugian kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai

harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta

kekayaan perkawinan yang pembagiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU

Perkawinan, yakni harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.156

Orang ketiga lainnya yang dimaksud dalam pasal ini tetap terlindungi dari

segala akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, segala

perikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh

suami atau istri sebelum adanya keputusan pembatalan perkawinan, merupakan

perikatan dan persetujuan sah yang dapat dilaksanakan terhadap harta perkawinan

atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya, secara

tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan

masing-masing pribadi.157

155 Darmabrata dan Sjarif, Op. Cit., hlm. 70.

156 Subekti dan Mahdi, Op. Cit., hlm. 70.

157 Ibid.
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3.2 TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT

KOMPILASI HUKUM ISLAM

3.2.1 Pembatalan Perkawinan

Pada bab yang terdahulu telah diuraikan perkawinan yang sah dalam hukum

Islam, perkawinan mana harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Namun, menurut Asaf A.A. Fyzee dalam bukunya, menyebutkan bahwa terdapat 3

(tiga) macam perkawinan dalam hukum Islam, yakni : perkawinan yang sah,

perkawinan yang batal (batil), dan perkawinan yang tidak menurut peraturan

(fasid).158 Dua macam perkawinan yang terakhir disebut termasuk dalam klasifikasi

perkawinan yang rusak baik dari segi rukun maupun syaratnya, sehingga dapat

dilakukan pembatalan.

3.2.1.1 Perkawinan yang Batal (Nikahul Bathil)

Perkawinan yang batal adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang

laki-laki dan seorang wanita namun rukun nikah yang ditetapkan syara’ rusak atau

cacat.159 Asaf A.A. Fyzee juga menambahkan dalam bukunya, bahwa akad suatu

perkawinan juga dikatakan batal, apabila di dalamnya terdapat larangan-larangan

yang bersifat abadi atau yang berlaku terus menerus. Hukum tidak mengenal proses

apapun untuk dapat mensahkan perkawinan tersebut, dan perkawinan yang demikian

dianggap tidak pernah terjadi dalam arti hukum, oleh karenanya keturunan dari

perkawinan yang demikian ini adalah tidak sah.160

158 Asaf A.A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1955), hlm. 141.

159 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), hlm. 40.

160 Fyzee, Op. Cit., hlm. 142.
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Perkawinan yang batal ini merupakan suatu hubungan yang tidak sah,

sehingga tidak memberikan hak timbal balik atau kewajiban di antara kedua belah

pihak. Misalnya, tidak ada hak untuk mendapatkan mas kawin, kecuali jika

kehidupan suami istri telah ditempuh. Demikian pula dengan kematian salah seorang

dari kedua belah pihak, suami atau istri, tidaklah memberikan hak kepada yang lain

untuk mendapatkan warisan dari yang mati.161

Ke-batil-an perkawinan yang demikian ini bermula sejak saat perjanjian

tersebut disetujui. Oleh sebab itu, perkawinan ini dianggap tidak pernah ada sama

sekali, baik dalam kenyataan maupun di mata hukum.162

Selanjutnya Abdul Manan menyebutkan bahwa meskipun ketentuan dalam

UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan hanya menyangkut tentang pembatalan

saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-undang tersebut, yang menyangkut hal

pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam nikahul fasid dan nikahul bathil.

Dalam Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam penjelasan resmi dari Pasal ini disebutkan bahwa pengertian

“dapat” di sini adalah dapat batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak

menentukan lain. Dengan demikian Abdul Manan menyimpulkan bahwa dapat

dipahami suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum

dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama

dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang

berkepentingan.163

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam

Pasal 70 KHI, yakni apabila :

161 Ibid.

162 Ibid.

163 Manan, Op. Cit., hlm. 44.
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a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah

karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat

istrinya dalam iddah talak raj’i;

b. seorang suami menikahi bekas istrinya yang telah dili’anya;

c. seorang suami menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talaq

olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain

kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa

iddahnya;

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah;

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan

menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu :

(1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

(2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang

dengan saudara neneknya.

(3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ayah atau

ibu tiri.

(4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan

paman atau bibi sesusuan.

e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau

istri-istrinya.

3.2.1.2 Perkawinan yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan (Nikahul Fasid)

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan bahwa nikahul fasid tidak

terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada dasarnya

dalam syariat Islam hanya ada pernikahan yang sah dan pernikahan yang bathil saja,

sehingga tidak ada pernikahan yang terletak di antara keduanya itu. Tetapi para ahli

hukum Islam di kalangan Al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya

terdapat pernikahan di antara nikah yang sah dan nikah yang bathil, yaitu apa yang
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namakan dengan “Al-Adqul Nikah” yang dalam perkembangannya lebih lanjut

disebut dengan nikahul fasid.164

Perkawinan fasid ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki

dan seorang wanita namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara’ rusak atau

cacat.165 Akad suatu perkawinan juga dikatakan fasid apabila di dalamnya terdapat

larangan-larangan yang bersifat sementara atau dengan perkataan lain dapat

disingkirkan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Artinya adalah apabila

seorang laki-laki yang telah mempunyai istri ingin menikah lagi, sedangkan larangan

yang bersifat abadi apabila seorang laki-laki mengawini dua orang wanita yang

sedarah atau semenda.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam

Pasal 71 KHI, yakni apabila :

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri

pria lain yang mafqud;

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 7 UU Perkawinan;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak

berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menurut Abdul Manan, terdapat 5 (lima) macam pembatalan perkawinan oleh

karena perkawinan tersebut dianggap sebagai nikahul fasid, yakni :

164 Ibid., hlm. 40.

165 Ibid.
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1. Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Dicatat Di Pegawai Pencatat Nikah. 166

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada

perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut peraturan yang berlaku.167 Menurut Peraturan Pelaksanaan bahwa pencatatan

bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Untuk perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua pandangan, yaitu :

1) bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikahul fasid sebab

sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2

ayat (1) UU Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat

yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan dalam Pasal 2

ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan sebuah tindakan administrasi saja,

sehingga apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya

perkawinan yang telah dilaksanakan itu.

2) bahwa perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikahul fasid dan bagi

pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat

memintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Dalam pendapat yang

kedua ini, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut merupakan suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif,

bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.

166 Ibid., hlm. 47.

167 Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954.
sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun
1955 dan No. 2 Tahun 1954.
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Abdul Manan berpendapat bahwa Mahkamah Agung RI tampaknya lebih

condong kepada pendapat yang kedua. Dalam sebuah putusan kasasi Register Nomor

1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan, dan tidak

dicatat pada instansi yang berwenang. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI

hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah terpenuhinya segala ketentuan yang

telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat pencatat

nikah, dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut

ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan

merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya

dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi.

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah yang fasid karena

belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis

formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

2. Pembatalan Perkawinan Yang Dilaksanakan Di Muka Pegawai Pencatat

Nikah Yang Tidak Berwenang.168

Terhadap tidak dicatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang

sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa kemungkinan penyebabnya, antara lain

(1) menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang

memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai

wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan.

Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi dan kekhawatiran

apabila perkawinan yang dilakukan itu diketahui orang lain, sebab jika diketahui

168 Manan, Op. Cit., hlm. 53.
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dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang; (2) melaksanakan perkawinan di

muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah serta tidak

berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama

dengan pejabat resmi dan dalam operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi

mereka bagaimana cara mendapatkan uang dari usahanya itu; (3) melaksanakan

perkawinan di muka pejabat resmi dan sah serta berwenang untuk melaksanakan

perkawinan, mereka diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi karena

kelalaian petugas pencatat nikah tersebut, perkawinan yang dilaksanakan oleh

seorang itu tidak dicatatnya, sehingga perkawinan yang dilakukan tidak diberikan

surat nikah sebagai bukti otentik.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kemungkinan penyebab yang

pertama dan kedua tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai nikahul fasid oleh

karena kurangnya persyaratan yang telah ditentukan dan kepada pihak-pihak yang

merasa dirugikan dari akibat perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan

perkawinan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perkawinan yang

dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada

kemungkinan penyebab ketiga di atas, apabila pihak-pihak yang berkepentingan

bermaksud agar perkawinannya legal, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan

isbat nikah kepada Pengadilan Agama, bukan dengan prosedur pembatalan nikah.

3. Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah.169

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi,

maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sayid Sabiq, syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang

(bukan budak), berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Seorang wali tidak

disyaratkan orang yang adil, dengan demikian seorang yang durhaka tidak kehilangan

169 Ibid., hlm. 58.
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haknya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, kecuali kedurhakaannya sudah

melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut. Dalam Pasal 20

ayat (1) KHI hanya disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu

pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syariat Islam, yakni muslim, akil

dan balig.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya

dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka

Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau

perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau

istri. Secara implisit bunyi Pasal 26 UU Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa

perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali maka perkawinan tersebut batal atau

dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2

UU Perkawinan, di mana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi

penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi

oleh Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan

merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak

untuk menikahinya.

Apabila ketentuan mengenai syarat-syarat seseorang untuk menjadi wali nikah

dalam Pasal 20 ayat (1) KHI tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah

karena syaratnya rusak atau cacat. Dalam hal demikian digolongkan sebagai nikahul

fasid. Namun, jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan

wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara

benar, maka perkawinan tersebut tidak sah karena rukunnya rusak atau cacat. Dalam

hal demikian digolongkan sebagai nikahul bathil.
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4. Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Dan Salah Sangka Mengenai Diri

Suami Atau Istri.170

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat

dibatalkan apabila setelah pelaksanaan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka

terhadap suami atau istri. Misalnya, seorang laki-laki bernama A melamar seorang

wanita bernama B untuk dijadikan istrinya. Pada waktu lamaran dilaksanakan ia

melihat seorang wanita bernama C yang dikira oleh A adalah wanita bernama B.

Sewaktu akad nikah dilaksanakan, justru wanita C yang hadir dalam majelis

pernikahan dan bukan B sebagaimana yang diharapkan oleh laki-laki A tadi. Jika

alasan salah sangka ini tidak digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak

perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka

hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan kepada

Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembatalan

perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) UU

Perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan

orangnya atau hal-hal lain yang menyangkut soal-soal ekonomi. Dalam hal yang

demikian ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan

tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan merupakan alasan yang agak

limitatif tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan

timbulnya alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan

perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan

dan kesusilaan, seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten. Hal ini penting untuk

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU Perkawinan yaitu

mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan

170 Ibid., hlm. 65.
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Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai jika dalam

pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.171

KHI melalui Pasal 72 ayat (2) mengemukakan bahwa perkawinan dapat

dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga

termasuk “penipuan”. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh

pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria

biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria

tersebut sudah pernah menikah tetapi dikatakannya masih jejaka atau bentuk

perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan

yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada

pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak

demikian.

5. Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Paksaan Dan Ancaman Yang

Melanggar Hukum.172

Salah satu asas yang terkandung dalam UU Perkawinan adalah asas sukarela.

Kedua mempelai harus saling mengenal terlebih dahulu sebelum akad nikah

dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-

hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip hukum perkawinan dalam Islam di mana asas kesukarelaan haruslah

diutamakan. Seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilaksanakan secara sukarela

dan atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan.

Sehubungan dengan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum,

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum

tiada lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon

mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga memiliki pengertian yang lebih

171 Harahap, Op. Cit., hlm. 28.

172 Manan, Op. Cit., hlm. 71
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luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Sehingga dalam

hal ini termasuk segala macam ancaman yang dapat menghilangkan hakikat bebas

seorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil, misalnya

seseorang mengemukakan syarat bahwa asal dia mau menikah, maka utangnya akan

hapus, kalau tidak bersedia dikawini utang yang ada padanya akan digugat di muka

pengadilan dan diminta lelang atas seluruh hartanya. Atau jika tidak mau kawin

dengan anaknya, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi, ancaman di sini tidak

terbatas pada ancaman yang bersifat kekerasan dalam arti kriminal, tetapi meliputi

juga segala ancaman yang tampaknya menghilangkan kehendak bebas dalam arti

yang lebih luas.173

Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) KHI, meskipun perkawinan yang dilaksanakan

di bawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi jika pihak yang merasa dirugikan

dari perkawinan itu tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan

dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka gugurlah

haknya untuk mengajukan pembatalan pernikahan itu. Batas waktu itu diperlukan

agar adanya kepastian hukum dari perkawinan yang dilangsungkan itu.174

3.2.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perihal klasifikasi perkawinan yang

terdapat dalam hukum Islam, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat

dilakukan terhadap suatu perkawinan yang termasuk dalam klasifikasi perkawinan

yang batal (nikahul bathil) dan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan

(nikahul fasid). Namun, pembatalan perkawinan tersebut tidak membawa akibat

hukum yang persis sama, walaupun keduanya dipandang sebagai perkawinan yang

tidak sah.

173 Harahap, Op. Cit., hlm. 77.

174 Ibid.
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1. Menyangkut Hubungan Suami Istri

Akibat hukum di sini berlaku bagi pembatalan perkawinan yang batil dan

fasid. Jika akad perkawinan yang dibatalkan itu terjadi karena kekhilafan,

ketidaktahuan, atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan atau campur, maka

yang bersangkutan tidak dipandang berdosa atau bersalah, dan istri tidak wajib

beriddah. Jika telah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu tidak dipandang

sebagai perzinahan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman zina, akan

tetapi setelah pembatalan istri wajib beriddah.

Sedangkan apabila akad perkawinan yang dibatalkan itu terjadi karena

kesengajaan seperti dengan memberikan keterangan-keterangan bohong, saksi palsu,

atau surat-surat palsu, jika belum terjadi persetubuhan maka istri tidak wajib

beriddah. Orang yang memalsukan atau memberikan keterangan bohong itu

dipandang bersalah dan berdosa serta dapat dikenakan tuntutan pidana. Namun, jika

telah terjadi persetubuhan, di samping perkawinan itu dibatalkan dan yang

bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, ditambah lagi persetubuhan itu dipandang

sebagai zina, dan dikenakan hukuman rajam. Tetapi apabila salah satu pihak tidak

mengetahui bahwa ia telah dibohongi atau telah ditipu oleh pihak lainnya, maka tidak

berdosa tetapi yang berbuat bohong atau yang membohongi lah yang berdosa.175

Dalam hubungan ini, jika kehidupan telah disempurnakan atau telah terjadi

persetubuhan, istri berhak mendapat mahar atau mas kawin menurut jumlah yang

sewajarnya atau yang telah ditentukan. Di antara suami istri yang perkawinannya

dibatalkan tidak terjadi saling mewaris.

175 Siti Djubaedah, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Kasus Perkara Nomor 48/PA/1984 Jakarta Timur
dan Kasus Perkara Nomor 391/PA/1986 Jakarta Pusat),” (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006),
hlm. 71.
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2. Menyangkut Hubungan Orang Tua dan Anak (Keturunan)

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dibedakan antara

pembatalan perkawinan yang dilakukan terhadap perkawinan yang bathil dan

perkawinan yang fasid.

Pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang bathil, mengakibatkan

anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan dengan ayahnya, namun hanya

dipertalikan dengan ibunya saja. Hal ini disebabkan hubungan perkawinan antara

ayah dan ibunya dianggap sebagai perbuatan yang haram. Ayah dari anak tersebut

tidak diwajibkan menyediakan biaya pemeliharaan bagi anak yang bersangkutan.176

Sedangkan untuk pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang fasid,

Asaf A.A. Fyzee dalam bukunya berpendapat bahwa oleh karena hubungan yang

terjadi antara kedua belah pihak (suami-istri) sesungguhnya bukan merupakan suatu

perkawinan yang sah (hampa), namun terhadap keturunannya tetap mempunyai status

hukum yang penuh. Sehingga dalam hal ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum

dari anak yang dilahirkan, dalam arti kedudukannya tetap sebagai anak yang sah serta

berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya,

demikian pula sebaliknya.177

Hal tersebut di atas sejalan dengan bunyi daripada Pasal 75 dan Pasal 76 KHI.

Di mana Pasal 75 menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak

berlaku surut terhadap : (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri

murtad; (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (c) pihak ketiga

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan

pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam Pasal 76

dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuanya.

176 Ibid.

177 Fyzee, Op. Cit., hlm. 144.
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3. Menyangkut Harta Benda Perkaiwnan

Dalam hal perkawinan dibatalkan, harta benda dalam perkawinan adalah

kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya perkawinan itu. Ada atau tidak

adanya perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta benda tidaklah berpengaruh,

karena dengan dibatalkannya perkawinan yang bersangkutan dengan sendirinya

(demi hukum) perjanjian perkawinan tersebut juga batal. Untuk mengatur besarnya

bagian yang diterima oleh masing-masing pihak (suami dan istri), maka harus

mengacu kepada Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 37 UU

Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Sehingga masing-masing pihak berhak seperdua bagian

dari harta bersama.

Namun demikian mengenai harta benda yang merupakan mahar (mas kawin)

yang telah diberikan suami kepada istrinya; sehubungan dengan perkawinan itu

adalah tetap menjadi milik istri apabila kehidupan perkawinan telah disempurnakan.

Sedangkan jika kehidupan perkawinan belum disempurnakan (belum terjadi campur),

maka hal tersebut bergantung pada kebijaksanaan suami.178

178 Ibid.
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AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS

HUKUM ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI

HUKUM ISLAM

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)

4.1 KASUS POSISI

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451

PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, Mahkamah Agung menolak permohonan

peninjauan kembali seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai istri

kedua dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki. Masalah

dimulai pada saat dikabulkannya permohonan suami oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, yang memohonkan agar akta kelahiran anak mereka dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan namanya. Salah satu

pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah karena perkawinan mereka

dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Sebelumnya, dari pihak istri pertama telah

mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan telah

diputus pada tanggal 23 Mei 2005 dengan Nomor Putusan 90/Pdt.G/2005/PA.JP.

Pembatalan perkawinan ini pun telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta, yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2005 dengan Nomor Putusan

76/Pdt.G/2005/PTA.JK. Istri kedua pun mengajukan perlawanan perihal permohonan

suaminya tersebut, dia menganggap bahwa perkawinannya dengan sang suami bukan

dinyatakan batal melainkan dapat dibatalkan, hal ini karena perkawinannya

berlangsung tanpa izin dari istri pertama. Semenjak perlawanan tersebut diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status anak mereka pun menjadi Anak Luar

Kawin seterusnya hingga Mahkamah Agung.
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Adapun kasus posisi sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor

451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, akan diuraikan secara jelas dalam

kronologis peristiwa di bawah ini.

1. 8 Februari 1992. Hariyadi Budi Santoso melangsungkan perkawinan dengan

Diana Kusuma Dewati. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

314/14.II/92, atas nama Ir. Hariyadi Budi Santoso dengan Diana Kusuma

Dewati, yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Serengan,

Surakarta, Jawa Tengah. Dari perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang

anak, yakni : Dhanadi Kusuma Wardana (laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10

Maret 1993) dan Ardian Kusuma Nusa (laki-laki, lahir di Singapura, tanggal

15 Agustus 2000).

2. 20 Juli 2001. Hariyadi Budi Santoso melangsungkan perkawinan kedua

dengan Siti Chaerani Purbasari (tanpa seizin dan sepengetahuan Diana

Kusuma Dewati). Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

235/21/VII/2001, atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari,

yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Gembong,

Bekasi. Dari perkawinan tersebut diperoleh seorang anak yang diberi nama

Arzya Chairiza Rahma (laki-laki, lahir di Singapura, tanggal 1 Februari 2002).

3. 4 Februari 2002. Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI

pada KBRI di Singapura menerbitkan Surat Tanda Kelahiran No.

51/KONS/STL/0202 atas nama Arzya Chairiza Rahman (karena telah

memenuhi dua syarat, yakni adanya Certificate Registration of Birth dan

Notice on Child’s Immigration).

4. 6 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati baru mengetahui bahwa telah terjadi

pernikahan kedua suaminya (Hariyadi Budi Santoso) dengan Siti Chaerani

Purbasari melalui kiriman surat yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan

fotokopi akta kelahiran serta penemuan sebuah klise foto. Pernikahan kedua

tersebut diakui kebenarannya oleh Hariyadi Budi Santoso.

5. 15 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati melakukan pengecekan tentang

benar tidaknya perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Muara Gembong, Bekasi (sebagaimana tertera dalam fotokopi akta nikah

yang diterimanya melalui kiriman surat), dan ternyata diketahui bahwa

perkawinan antara Hariyadi Budi Santoso dan Siti Chaerani Purbasari tidak

pernah tercatat pada KUA yang bersangkutan.

PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERADILAN AGAMA

(22 FEBRUARI 2005 – 11 OKTOBER 2005)

6. 22 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati mendaftarkan surat gugatan

pembatalan perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

pada nomor register perkara 090/Pdt.G/2005/PA.JP, dengan Tergugat I adalah

Hariyadi Budi Santoso, Tergugat II adalah Siti Chaerani Purbasari, dan

Tergugat III adalah Pemerintah RI dalam hal ini KUA Muara Gembong,

Bekasi.

7. 23 Mei 2005. Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut diputus dan

diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan

amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagaian;

2) Menyatakan batal perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang

dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3) Menyatakan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang

seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong,

Bekasi, pada tanggal 20 Juli 2001 dengan Nomor 235/21/VII/2001

tidak berkekuatan hukum;

4) Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI
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- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat II / Penggugat Rekonpensi

tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat

Konpensi sebanyak Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu

rupiah).

8. 2 Juni 2005. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan

keberatannya dan mengajukan permohonan naik banding pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

9. 1 Agustus 2005. Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima

memori banding yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui

kuasanya).

10. 11 Oktober 2005. Permohonan Banding tersebut diputus dan diucapkan pada

hari itu juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, melalui putusan No.

76/Pdt.G/2005/PTA.JK., dengan amar putusan yang menguatkan kembali

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP

tertanggal 23 Mei 2005.

PROSES PENCORETAN AKTA KELAHIRAN PADA PERADILAN UMUM

(2 MARET 2006 – 15 MEI 2006)

11. 2 Maret 2006. Hariyadi Budi Santoso mendaftarkan surat permohonannya di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada nomor register perkara

87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, yang pada pokoknya memohonkan agar

menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4

Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama

Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada KBRI di Singapura atas nama

Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang
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mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan

nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah.

12. 20 Maret 2006. Permohonan tersebut ditetapkan dan diucapkan pada hari itu

juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar penetapan sebagai

berikut :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

2) Menyatakan Surat Tanda Kelahiran Nomor 051/KONS/STL/0202

tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang

Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada

Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman

tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan

penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama

lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah;

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas

nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI

di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran Nomor

051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 atas nama Arzya

Chairiza Rahman sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi

Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso

Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatatan Kelahiran

yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan

pemberitahuannya kepada Instansi Immigration and Checkpoints

Authority (ICA) di Singapura;

4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

13. 15 Mei 2006. KBRI di Singapura menerbitkan Surat Keterangan No.

0941/Fungprotkons/V/2006, yang menerangkan bahwa Surat Tanda Kelahiran
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No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh

Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di

Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan

hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso, atau

dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai

ayah, berdasarkan Penetapan PN Jakarta Selatan No.

87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006.

PROSES PERLAWANAN PADA PERADILAN UMUM

(12 Juni 2006 – 26 November 2010)

14. 12 Juni 2006. Siti Chaerani Purbasari menyatakan perlawanannya, terhadap

Penetapan PN Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20

Maret 2006, dengan mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada nomor register perkara

1073/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, dengan Terlawan adalah Hariyadi Budi

Santoso, Turut Terlawan adalah Pemerintah RI dalam hal ini Kepala Bidang

Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada KBRI di Singapura.

15. 19 Februari 2007. Perlawanan tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu

juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar putusan sebagai

berikut :

DALAM KONPENSI

1) Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

2) Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

3) Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
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DALAM REKONPENSI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Tergugat Rekonspensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum berkenaan dengan pengurusan / pembuatan dan

penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonpensi secara

sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi

berupa :

- Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang

tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara

Gembong Bekasi;

- Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4

Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas

nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di

Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;

- Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang

diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

3) Menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan

oleh Pelawan Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1

Februari 2002 di Singapura adalah anak di luar kawin;

4) Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-

dokumen berupa :

- Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang

tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara

Gembong Bekasi;

- Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4

Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas

nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di

Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;

- Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang

diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
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5) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk mengirimkan

salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Turut Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

- Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4

Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas

nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di

Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;

6) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk mengirim salinan

putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak

sahnya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

- Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang

diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga

putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus

sembilan puluh empat ribu rupiah).

16. 23 Februari 2007. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan

keberatannya dan mengajukan permohonan naik banding pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17. 18 Juni 2007. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima

memori banding yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui

kuasanya).

18. 14 Agustus 2007. Permohonan Banding tersebut diputus dan diucapkan pada

hari itu juga oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui putusan No.

141/Pdt/2007/PT.DKI., dengan amar putusan yang menguatkan kembali
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februari 2007.

19. 23 Oktober 2007. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

141/PDT/2007/PT.DKI diberitahukan kepada Siti Chaerani Purbasari.

20. 30 Oktober 2007. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan

keberatannya dan mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

21. 12 November 2007. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

menerima memori kasasi yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui

kuasanya).

22. 5 September 2008. Permohonan Kasasi tersebut diputus dan diucapkan lima

hari kemudian oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 628 K/Pdt/2008,

dengan amar putusan : menolak permohonan kasasi.

23. 21 Januari 2009. Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008

diberitahukan kepada Siti Chaerani Purbasari.

24. 8 April 2010. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan

keberatannya dan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (disertai dengan memori

peninjauan kembali yang diterima pada tanggal itu juga).

25. 26 November 2010. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diputus dan

diucapkan pada hari itu juga oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 451

PK/Pdt/2010, dengan amar putusan : menolak permohonan peninjauan

kembali.

4.2 ANALISIS PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam Putusan Mahkamah

Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 adalah mengenai

perlawanan Pelawan (Siti Chaerani Purbasari) dalam Putusan Pengadilan Negeri
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Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007.

Pelawan menolak dengan keras penerbitan Surat Keterangan No.

0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh Kedutaan Besar RI di

Singapura. Dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Tanda

Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan

oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di

Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum

sepanjang mencantumkan penulisan nama Terlawan, atau dikenal dengan nama

lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15

Mei 2006 oleh pihak Kedutaan Besar RI di Singapura tersebut adalah atas dasar

permohonan Terlawan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006. Salah satu pertimbangan hukum

sebab dikabulkannya penetapan tersebut adalah karena perkawinan antara Terlawan

dengan Pelawan, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Pelawan

di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui

Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, putusan mana dikuatkan

lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No.

76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum

tetap. Oleh sebab itu, segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan

tersebut, yang timbul akibat perkawinan tersebut, yang menimbulkan hak dan

kewajiban hukum, dianggap tidak sah pula.

Jika dilihat, salah satu alasan Pelawan melakukan perlawanan melalui

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februari 2007, karena menurutnya perkawinan yang terjadi antara

Terlawan dengan dirinya bukanlah batal, melainkan dapat dibatalkan oleh karena

pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut tidak ada izin dari Diana Kusuma

Dewati selaku istri sah Terlawan saat itu. Menurut penulis, jika memang perkawinan

tersebut dapat dibatalkan, mengapa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan selalu
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ditolak, bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

sekalipun, hasilnya tetap sama. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini harus

dimulai terlebih dahulu saat Terlawan dan Pelawan melangsungkan perkawinan.

Apakah perkawinan tersebut telah sempurna menurut peraturan perundang-undangan.

Apakah terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi pada saat perkawinan

tersebut dilangsungkan.

4.2.1 Masalah Keabsahan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah apabila

dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,

maka harus ditinjau terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh

Terlawan dan Pelawan telah sah di mata hukum agama kedua calon mempelai.

Sebagaimana diketahui bahwa keduanya menganut agama Islam, maka perkawinan

tersebut haruslah memenuhi 5 (lima) syarat rukun nikah, yaitu : calon mempelai pria,

calon mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab kabul.

Pada sidang pengadilan tingkat pertama gugatan pembatalan perkawinan,

Pelawan telah menghadirkan seorang saksi, yakni ayah kandung Pelawan sendiri,

yang di bawah sumpahnya menerangkan dalam persidangan tersebut bahwa benar

saksi yang menjadi wali nikah pada saat Pelawan melangsungkan pernikahan dengan

Terlawan. Selebihnya saksi juga menerangkan bahwa jalannya pernikahan tersebut

dipimpin oleh seorang penghulu yang saksi lupa namanya, ada saksi-saksi dan

maharnya (namun saksi juga lupa jumlahnya) yang menurut saksi pada pokoknya

telah sesuai dengan syariat Islam.

Bertumpu pada fakta di atas, serta pengakuan Terlawan yang dinyatakan oleh

Diana Kusuma Dewati dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Terlawan

mengakui benar telah melangsungkan perkawinan dengan Pelawan pada tanggal 20

Juli 2001, ditambah dengan bukti Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli

2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, yang aslinya ada
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pada Pelawan, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dengan resmi,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Masalah Keabsahan Poligami

Dalam kasus posisi telah diketahui bahwa Diana Kusuma Dewati baru

mengetahui perkawinan Terlawan dengan Pelawan melalui sebuah kiriman surat

yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi akta kelahiran serta penemuan

sebuah klise foto. Kemudian setelah dikonfirmasikan mengenai hal ini, perkawinan

tersebut diakui kebenarannya oleh Terlawan.

Dari fakta di atas, terbukti bahwa Terlawan dalam melangsungkan

perkawinannya dengan Pelawan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah tanpa setahu dan

seizin Diana Kusuma Dewati selaku istri sah Terlawan pada saat itu. Jika merujuk

pada ketentuan dalam UU Perkawinan, maka hal ini telah melanggar ketentuan syarat

sahnya suatu perkawinan di mata hukum. Dengan tidak adanya izin dari Diana

Kusuma Dewati selaku istri sah Terlawan, maka telah melanggar syarat materil

umum dari sahnya suatu perkawinan, di mana yang dilanggar adalah ketentuan

mengenai Perkawinan Poligami.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita

hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam penjelasan resmi dari ayat

tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penjelasan

resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberi putusan, selain

memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi,

harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon

suami memungkinkan terjadinya poligami.
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Alasan dan syarat perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal

5 UU Perkawinan, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan. Menurut ketentuan ini, seorang suami yang akan beristri lebih

dari seorang, diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah

tempat tinggalnya secara tertulis.179 Kemudian, pengadilan hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :180

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka harus

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :181

1. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;

2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan

anak-anak mereka;

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak

mereka.

Dalam hal ini jelas telah terjadi cacat dalam pelaksanaan perkawinan poligami

antara Terlawan dan Pelawan. Hal ini karena Diana Kusuma Dewati, sekalu istri sah

Terlawan, mengutarakan bahwa pada sampai saat dia mengajukan gugatan

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkawinan antara

Terlawan dengan dirinya masih berjalan normal sebagaimana layaknya pasangan

suami-istri pada umumnya dan perkawinan tersebut belum pernah berakhir oleh

sebab apapun. Di samping itu, Diana Kusuma Dewati tidak pernah melalaikan

kewajibannya sebagai seorang istri dan terbukti bahwa dari perkawinan antara

179 Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 40.

180 Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 4 ayat (2).

181 Ibid., Pasal 5 ayat (1).
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Terlawan dengan dirinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bila merujuk pada

Pasal 22 UU Perkawinan, maka perkawinan semacam ini dapat dibatalkan sebab telah

dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh

UU Perkawinan itu sendiri.

Sehubungan dengan pembatalan perkawinan tersebut, Pasal 24 UU

Perkawinan mengaturnya secara lebih jelas. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa

karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan

atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang

baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang

ini. Dengan demikian secara a contrario,182 dapat disimpulkan bahwa sejauh

ketentuan untuk berpoligami dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan telah

dipenuhi, maka perkawinan tersebut adalah sah, dan akibatnya tidak dapat dimintakan

pembatalan.

Dalam hal ini oleh karena saat Terlawan menikah dengan Pelawan pada

tanggal 20 Juli 2001 tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati yang saat itu

masih menjadi istri sah Terlawan, menyebabkan perkawinan tersebut cacat dalam

pelaksanaannya karena telah dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat

berpoligami dalam UU Perkawinan. Maka, sesuai dengan Pasal 23 UU Perkawinan,

Diana Kusuma Dewati merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan pada pengadilan agama.

4.2.3 Masalah Keabsahan Buku Nikah

Masalah lainnya yang kemudian menjadi salah satu alasan Diana Kusuma

Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah bahwa Akta Nikah No.

235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara

Gembong, Bekasi, ternyata tidak pernah ter-register dan tercatat pada KUA yang

bersangkutan. Hal ini dapat terungkap karena Diana Kusuma Dewati pada saat itu

182 Penafsiran secara terbalik.
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langsung melakukan pengecekan pada KUA Muara Gembong, Bekasi. Jika merujuk

kepada Pasal 22 UU Perkawinan, maka perkawinan semacam ini merupakan

perkawinan yang dapat dibatalkan. Oleh karena tidak dipenuhinya salah satu syarat

(formil) perkawinan yakni pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan

Pelaksanaan.

Hal tersebut di atas juga mengindikasikan bahwa perkawinan antara

Terlawan dengan Pelawan telah dilangsungkan di muka pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan

bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri

oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam

garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami/istri. Dari

ketentuan pasal ini maka perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan juga dapat

dibatalkan. Sehingga, dengan adanya fakta tersebut di atas menjadikan perkawinan

ini sungguh-sungguh cacat dalam pelaksanaannya.

4.3 ANALISIS PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF KOMPILASI

HUKUM ISLAM

Pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam Putusan Mahkamah

Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 adalah mengenai

perlawanan Pelawan (Siti Chaerani Purbasari) dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007.

Pelawan menolak dengan keras penerbitan Surat Keterangan No.

0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh Kedutaan Besar RI di

Singapura. Dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Tanda

Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan

oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di

Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum
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sepanjang mencantumkan penulisan nama Terlawan, atau dikenal dengan nama

lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15

Mei 2006 oleh pihak Kedutaan Besar RI di Singapura tersebut adalah atas dasar

permohonan Terlawan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006. Salah satu pertimbangan hukum

sebab dikabulkannya penetapan tersebut adalah karena perkawinan antara Terlawan

dengan Pelawan, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Pelawan

di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui

Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, putusan mana dikuatkan

lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No.

76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum

tetap. Oleh sebab itu, segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan

tersebut, yang timbul akibat perkawinan tersebut, yang menimbulkan hak dan

kewajiban hukum, dianggap tidak sah pula.

Jika dilihat, salah satu alasan Pelawan melakukan perlawanan melalui

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februari 2007, karena menurutnya perkawinan yang terjadi antara

Terlawan dengan dirinya bukanlah batal, melainkan dapat dibatalkan oleh karena

pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut tidak ada izin dari Diana Kusuma

Dewati selaku istri sah Terlawan saat itu. Menurut penulis, jika memang perkawinan

tersebut dapat dibatalkan, mengapa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan selalu

ditolak, bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

sekalipun, hasilnya tetap sama. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini harus

dimulai terlebih dahulu saat Terlawan dan Pelawan melangsungkan perkawinan.

Apakah perkawinan tersebut telah sempurna menurut peraturan perundang-undangan.

Apakah terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi pada saat perkawinan

tersebut dilangsungkan.
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4.3.1 Masalah Keabsahan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka harus

ditinjau terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Terlawan dan

Pelawan telah sesuai dan sah menurut hukum Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi 5 (lima) syarat

rukun nikah, yaitu : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab

kabul.

Pada sidang pengadilan tingkat pertama gugatan pembatalan perkawinan,

Pelawan telah menghadirkan seorang saksi, yakni ayah kandung Pelawan sendiri,

yang di bawah sumpahnya menerangkan dalam persidangan tersebut bahwa benar

saksi yang menjadi wali nikah pada saat Pelawan melangsungkan pernikahan dengan

Terlawan. Selebihnya saksi juga menerangkan bahwa jalannya pernikahan tersebut

dipimpin oleh seorang penghulu yang saksi lupa namanya, ada saksi-saksi dan

maharnya (namun saksi juga lupa jumlahnya) yang menurut saksi pada pokoknya

telah sesuai dengan syariat Islam.

Bertumpu pada fakta di atas, serta pengakuan Terlawan yang dinyatakan oleh

Diana Kusuma Dewati dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Terlawan

mengakui benar telah melangsungkan perkawinan dengan Pelawan pada tanggal 20

Juli 2001, ditambah dengan bukti Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli

2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, yang aslinya ada

pada Pelawan, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dengan resmi,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 Masalah Keabsahan Poligami

Dalam kasus posisi telah diketahui bahwa Diana Kusuma Dewati baru

mengetahui perkawinan Terlawan dengan Pelawan melalui sebuah kiriman surat

yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi akta kelahiran serta penemuan
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sebuah klise foto. Kemudian setelah dikonfirmasikan mengenai hal ini, perkawinan

tersebut diakui kebenarannya oleh Terlawan.

Dari fakta di atas, terbukti bahwa Terlawan dalam melangsungkan

perkawinannya dengan Pelawan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah tanpa setahu dan

seizin Diana Kusuma Dewati selaku istri sah Terlawan pada saat itu. Jika merujuk

pada ketentuan dalam KHI, maka hal ini telah melanggar ketentuan syarat untuk

beristri lebih dari seorang.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita

hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam penjelasan resmi dari ayat

tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penjelasan

resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberi putusan, selain

memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi,

harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon

suami memungkinkan terjadinya poligami.

Pengaturan mengenai perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 55 –

Pasal 59 KHI. Menurut ketentuan ini, suami yang hendak beristri lebih dari satu

orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.183 Selanjutnya, dinyatakan bahwa

pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur

dalam Bab VIII Peraturan Pelaksanaan.184 Perkawinan yang dilakukan dengan istri

kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

183 Pasal 56 ayat (1) KHI.

184 Pasal 56 ayat (2) KHI.
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kekuatan hukum.185 Kemudian, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :186

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat memperoleh izin dari Pengadilan Agama, maka harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :187

1. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;

2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan

anak-anak mereka;

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak

mereka.188

Dalam hal ini jelas telah terjadi cacat dalam pelaksanaan perkawinan poligami

antara Terlawan dan Pelawan. Hal ini karena Diana Kusuma Dewati, sekalu istri sah

Terlawan, mengutarakan bahwa pada sampai saat dia mengajukan gugatan

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkawinan antara

Terlawan dengan dirinya masih berjalan normal sebagaimana layaknya pasangan

suami-istri pada umumnya dan perkawinan tersebut belum pernah berakhir oleh

sebab apapun. Di samping itu, Diana Kusuma Dewati tidak pernah melalaikan

kewajibannya sebagai seorang istri dan terbukti bahwa dari perkawinan antara

Terlawan dengan dirinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bila merujuk pada

Pasal 71 huruf a KHI, maka perkawinan semacam ini dapat dibatalkan sebab telah

185 Pasal 56 ayat (3) KHI.

186 Pasal 57 KHI.

187 Pasal 58 ayat (1) KHI.

188 Pasal 55 ayat (2) KHI.
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dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat, yakni poligami dengan

izin dari Pengadilan Agama.

Dalam hal ini oleh karena saat Terlawan menikah dengan Pelawan pada

tanggal 20 Juli 2001 tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati yang saat itu

masih menjadi istri sah Terlawan, menyebabkan perkawinan tersebut cacat dalam

pelaksanaannya karena telah dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat

berpoligami dalam KHI. Maka, sesuai dengan Pasal 73 KHI, Diana Kusuma Dewati

merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

kepada Pengadilan Agama.

4.3.3 Masalah Buku Nikah

Masalah lainnya yang kemudian menjadi salah satu alasan Diana Kusuma

Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah bahwa Akta Nikah No.

235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara

Gembong, Bekasi, ternyata tidak pernah ter-register dan tercatat pada KUA yang

bersangkutan. Hal ini dapat terungkap karena Diana Kusuma Dewati pada saat itu

langsung melakukan pengecekan pada KUA Muara Gembong, Bekasi. Hal tersebut di

atas mengindikasikan bahwa perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan telah

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada bab yang terdahulu, bahwa

menurut Abdul Manan terdapat 5 (lima) macam pembatalan perkawinan oleh karena

perkawinan tersebut dianggap sebagai nikahul fasid, yang di antaranya disebabkan

oleh tidak dicatatkannya perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah dan

disebabkan oleh tidak dilaksanakannya perkawinan tersebut di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah yang berwenang.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan selaku Hakim Agung

pada lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung, maka perkawinan antara

Terlawan dengan Pelawan juga dapat dibatalkan karena tergolong sebagai nikahul
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fasid. Sehingga, dengan adanya fakta tersebut di atas menjadikan perkawinan ini

sungguh-sungguh cacat dalam pelaksanaannya.

4.4 ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN

Analisis pembatalan perkawinan yang penulis uraikan berikut ini ditinjau dari

beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.

090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, yang menjawab tiga aspek hukum

mengenai : (a) masalah keabsahan perkawinan; (b) masalah keabsahan poligami; dan

(c) masalah keabsahan buku nikah.

Terhadap masalah keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Terlawan

dan Pelawan, menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam

pertimbangan hukum bagian rekonpensi paragraf dua, tiga, dan lima, hakim

menimbang bahwa karena Pelawan mengakui benar telah menikah dengan Terlawan

menurut syariah Islam pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Pelawan dan menurut

Pelawan perkawinan tersebut sudah memenuhi semua syarat rukun nikah menurut

Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pelawan, mas kawin dan saksi-saksinya

sudah cukup, maka pada pokoknya perkawinan tersebut telah sempurna menurut

hukum Islam.

Terhadap masalah keabsahan poligami yang cacat dalam pelaksanaannya,

menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam pertimbangan

hukum bagian konpensi paragraf tujuh dan delapan, hakim menimbang bahwa karena

perkawinan antara Terlawan dan Pelawan tanggal 20 Juli 2001 tersebut

dilangsungkan dengan tanpa penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama yang

berwenang, sebagaimana maksud Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Perkawinan,

maka akibat hukumnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 24

UU Perkawinan.

Terhadap masalah keabsahan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20

Juli 2001, menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam

pertimbangan hukum bagian konpensi paragraf enam, hakim menimbang bahwa
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karena Pelawan tidak membantah akta nikah Terlawan dengan Pelawan tersebut,

bahkan Pelawan menguatkan adanya akta nikah tersebut dengan bukti berupa foto

yang dikatakan oleh Pelawan bahwa Terlawan sedang menandatangani akta nikah

dengan Pelawan tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akta nikah

tersebut benar adanya, terlepas dari permasalahan apakah tercatat di KUA terkait atau

tidak, dan dipertegas lagi oleh saksi-saksi di bawah sumpahnya, yakni Jaunita

Charlene dan ayah kandung Pelawan.

Walaupun demikian, hakim tetap melakukan tindakan tegas terhadap Akta

Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001, yang aslinya ada pada Pelawan,

yakni dengan menyatakan bahwa Akta Nikah tersebut tidak berkekuatan hukum. Hal

ini terlihat pada pertimbangan hukum dalam konpensi paragraf sebelas, yakni bahwa

berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Muara Gembong, Bekasi yang menyatakan

Akta Nikah Terlawan dengan Pelawan tidak tercatat di KUA tersebut, maka untuk

selanjutnya akta nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Kemudian setelah menemukan fakta adanya permasalahan hukum yang

tersebut di atas, maka kemudian dikabulkanlah gugatan pembatalan perkawinan

Diana Kusuma Dewati oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui

Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005.

Menurut penulis, hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya

telah tepat untuk menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan ini.

Oleh karena pemohonnya adalah istri sah dari Terlawan sendiri dan pembatalan yang

dilakukan terhadap perkawinan Terlawan dengan Pelawan telah sejalan dengan

ketentuan dalam UU Perkawinan maupun KHI.

Pada tingkat banding, melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal

11 Oktober 2005, hakim menguatkan kembali Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP

tertanggal 23 Mei 2005.
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4.5 ANALISIS PENCORETAN AKTA KELAHIRAN

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret

2006, antara lain :

1. Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan

pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut

dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah

perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut

dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

2. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terlawan dengan

Pelawan dinyatakan batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak

perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh

hukum tidak pernah ada.

3. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap

tidak pernah ada maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai

perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang

menimbulkan hak dan kewajiban hukum adalah tidak sah pula.

4. Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir Nomor 051/KONS/STL/0202

tertanggal 4 Februari 2002 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang

menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut maka

haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum

sepanjang pencantuman penulisan nama Terlawan sebagai ayah, karena

secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka Arzya

Chairiza Rahman hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan

Pelawan dan keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 tersebut
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adalah semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru

dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di mana sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada analisis

sebelumnya di atas, terbukti bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005,

putusan mana dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan

No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan

hukum tetap, perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan adalah dapat dibatalkan,

dan bukan batal seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dalam

penetapan ini.

Mengenai masalah pihak Terlawan yang menyatakan bahwa perkawinan ini

adalah batal, dapat dipastikan semata-mata hanyalah didasarkan kepada salah satu

bunyi amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP

tertanggal 23 Mei 2005, yakni : “menyatakan batal perkawinan Terlawan dengan

Pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001...”

Pada hakekatnya, untuk mengetahui maksud dari apa yang dinyatakan dalam

amar suatu putusan, harus merujuk kembali kepada pertimbangan hukumnya, agar

tidak terjadi kesimpangsiuran. Bahwa bila merujuk kepada pertimbangan hukum

dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP

tertanggal 23 Mei 2005 (khususnya paragraf 7 dan 8) diperoleh fakta bahwa

sesungguhnya pengertian batal yang dimaksud dalam amar putusan pembatalan

perkawinan tersebut adalah dapat dibatalkan dan bukan batal seperti yang dinyatakan

pihak Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006.

Selanjutnya, jika merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo.

Pasal 75 dan 76 KHI, diperoleh fakta bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak

akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sehingga, pada hakekatnya pembatalan perkawinan tersebut tidak akan memutuskan

hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, demi hukum

anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan Terlawan dan
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Pelawan pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan anak sah dari Pelawan dan

Terlawan serta mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan selaku ibu kandung

dan Terlawan sebagai ayah kandung.

Dengan demikian jelas bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

salah menerapkan hukum karena telah mengabulkan permohonan Terlawan agar

menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari

2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan

RI pada KBRI di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai

kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Terlawan, atau dikenal

dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret

2006 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga, tindakan Kedutaan Besar RI di Singapura yang telah mencoret Surat Tanda

Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 dari daftar yang ada,

juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab setelah dilakukan pembatalan perkawinan, segala dokumen penting tentang

status hukum anak tersebut, termasuk Surat Tanda Kelahiran No.

051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, seharusnya tetap sah dan

mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, terkait dengan pengakuan Terlawan saat proses

pembatalan perkawinan pada tingkat pertama, yang pada pokoknya mengakui bahwa

dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Pelawan pada saat Pelawan telah

hamil 2 (dua) bulan, maka penulis merasa perlu untuk membahas hal ini dari syariat

hukum Islam. Jika merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun

2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, dalam Bagian

Pertama (Ketentuan Umum) angka 1 dinyatakan bahwa anak hasil zina adalah anak

yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut

ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
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Selanjutnya dalam Bagian Kedua (Ketentuan Hukum) dinyatakan bahwa anak

hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, nafaqah dengan lelaki

yang menyebabkan kelahirannya. Mereka hanya memiliki hubungan nasab, waris,

dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, dalam fatwa ini

juga dinyatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hubungan ta’zir lelaki

pezina yang mengakibatkan lahirnya anak, dengan mewajibkannya untuk : (a)

mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan (b) memberikan harta setelah ia

meninggal melalui wasiat wajibah.

Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan fatwa tersebut, maka anak Terlawan

dan Pelawan yang bernama Arzya Chairiza Rahman, dapat dipandang sebagai anak

hasil zina. Sehingga Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir yang

mewajibkan Terlawan untuk mencukupi kehidupan anak tersebut dan memberikan

harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

4.6 ANALISIS PERLAWANAN TERHADAP PENCORETAN AKTA

KELAHIRAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

Tertanggal 19 Februari 2007

Pada pokoknya dalam putusan ini Pelawan tetap berpegang teguh pada dalil-

dalilnya, dalil mana menyatakan bahwa perkawinan antara Terlawan dengan

Pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah dapat dibatalkan. Di

pihak lain, Terlawan juga tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya, dalil mana

menyatakan bahwa perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan yang

dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah batal.

Sehubungan dengan analisis yang telah penulis lakukan sebelumnya di atas, di

mana terungkap fakta hukum bahwa sesungguhnya perkawinan antara Terlawan

dengan Pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 merupakan

perkawinan yang dapat dibatalkan, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan
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ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Terlawan dengan

Pelawan adalah batal demi hukum, menjadi tidak tepat karena didasarkan pada fakta

hukum yang keliru. Oleh sebab itu, seharusnya hakim mengabulkan perlawanan

Pelawan dengan menyatakan bahwa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel

tertanggal 20 Maret 2006 tersebut adalah semata-mata didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan baru terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang

terdapat pada rekonpensi bagian pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, antara

lain :

1) Menimbang, bahwa karena Pelawan telah mempergunakan surat-surat yang

mencantumkan dan memakai nama Terlawan tanpa ijin dari Terlawan,

tindakan mana merugikan Terlawan, maka menurut hemat Majelis Pelawan

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terlawan;

2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-2 dari

gugatan Rekonpensi, patut dan adil untuk dikabulkan;

3) Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan pada bagian Konpensi bahwa

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dengan

kata lain anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah adalah anak luar

kawin;

4) Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas maka beralasan

hukum kiranya bila anak yang dilahirkan oleh Pelawan dinyatakan sebagai

anak luar kawin. Dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Terlawan patut

untuk dikabulkan;

5) Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa karena perkawinan

antara Terlawan dengan Pelawan telah dinyatakan batal demi hukum,

demikian pula surat-surat yang dipakai dalam perkawinan tersebut maupun

segala akibat hukumnya. Sehingga beralasan hukum bila surat-surat yang

dipakai dalam perkawinan maupun yang timbul setelah perkawinan, yakni :
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- Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan

oleh KUA Muara Gembong, Bekasi;

- Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari

2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala

Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya

Chairiza Rahman, dan;

- Pasport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27

September 2005;

Dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan

demikian petitum ke-4 dari gugatan Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menurut penulis, tindakan hakim yang menyatakan bahwa ketiga dokumen

tersebut di atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak tepat.

Hal ini disebabkan karena perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan merupakan

perkawinan yang dapat dibatalkan, berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah

sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada saat terbitnya Surat Tanda Kelahiran

No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala

Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di

Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, terbukti bahwa belum dilakukan

pembatalan terhadap perkawinan Terlawan dengan Pelawan. Hal ini juga sejalan

dengan Pasport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27

September 2005, di mana Pasport tersebut terbit sebelum putusan pembatalan

perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan mendapatkan kekuatan hukum yang

tetap (In-Kracht pada tanggal 11 Oktober 2005). Sehingga, kedua dokumen tersebut

seharusnya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.
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2. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 141/Pdt/2007/PT.DKI

Tertanggal 14 Agustus 2007

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 141/Pdt/2007/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2007,

antara lain :

1) Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang

Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang

berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang

dimohonkan banding dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding,

maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan pertimbangan dan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007 No.

1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tersebut adalah sudah benar dan tepat serta

disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan oleh karena itu

alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian, putusan

ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;

2) Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pelawan dan Kontra Memori

Banding dari Para Terlawan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat

melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang

dimohonkan banding tersebut;

3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007

No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tersebut haruslah dikuatkan;
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Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februaru 2007, maka dengan demikian tindakan hakim pada Pengadilan

Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan tersebut melalui Putusan No.

141/Pdt/2007/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2007 juga merupakan tindakan yang

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 628 K/Pdt/2008 Tertanggal 5

September 2008

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 tertanggal 5 September 2008, antara lain :

1) Menimbang, bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena

judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kekayaan,

hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang

atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan

Undang-undang No. 5 Tahun 2004.

2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pelawan tersebut haruslah ditolak.
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Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februaru 2007, maka dengan demikian tindakan hakim Mahkamah

Agung yang menyatakan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum melalui

Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 tertanggal 5 September 2008 juga

merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru

dan sangat menyesatkan.

Fakta tersebut di atas juga diperkuat lagi oleh bukti baru, yakni adanya

Putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2007 tertanggal 27 November 2007

(sebelum terbitnya Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008

tertanggal 5 September 2008). Dalam putusan ini terbukti bahwa Surat Tanda

Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan

oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar

RI di Singapura adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena :

1) Terbukti yang mengurus Certificate Registration of Birth No. T0202410H

tertanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth

Hospital adalah Terlawan sendiri, dan terbukti Notice on Child’s Immigration

tertanggal 1 Februari 2002 ditandatangani oleh Terlawan.

2) Terbukti pada hari Senin, 4 Februari 2002 Pukul 11.37 WIB Terlawan

mengirimkan Paspor RI No. S 062060 atas namanya melalui fax No. 6221-

5705506 dari kantor Terlawan di Gedung Rasuna Sahid Jaya Lantai 2, Jalan

Jenderal Sudirman ke Kedutaan Besar RI di Singapura.

3) Terbukti Certificate Registration of Birth No. T0202410H tertanggal 1

Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital dan

Notice on Child’s Immigration tertanggal 1 Februari 2002 yang

ditandatangani Terlawan dan Paspor RI No. S 062060 atas nama Terlawan

yang dikirim Terlawan ke Kedutaan Besar RI serta Paspor RI No. K 488492

atas nama Pelawan merupakan syarat agar anak Terlawan dan Pelawan
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bernama Arzya Chairiza Rahman mendapatkan Surat Tanda Kelahiran No.

051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh

Kepala Perwakilan RI di Singapura.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 451 PK/Pdt/2010 Tertanggal

26 November 2010

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, antara lain :

1) Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a – f

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No.

3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada

kebohongan dan tipu muslihat dari judex juris maupun judex facti dalam

mengadili dan memutus perkara a quo, sedangkan novum yang diajukan oleh

Pelawan tidak bersifat menentukan.

2) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pelawan tersebut harus ditolak.

Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel

tertanggal 19 Februaru 2007, maka dengan demikian tindakan hakim Mahkamah

Agung, yang menyatakan bahwa ternyata tidak ada kekeliruan nyata, kebohongan dan

tipu muslihat dari judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus

perkara a quo serta menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh Pelawan tidak

bersifat menentukan, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010

tertanggal 26 November 2010 juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan
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ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan

pembatalan, tetap berstatus hukum penuh menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki

pengertian bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan

pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut

sampai saat adanya keputusan pembatalan perkawinan, tetap dipertahankan.

Jika merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) huruf a, keputusan pembatalan

perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut, dan terhadap anak-anak tersebut tetap memiliki status

hukum yang penuh. Oleh sebab itu, keputusan pembatalan perkawinan tidak

akan mempengaruhi kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan, dalam

arti kedudukan mereka di mata hukum tetap sebagai anak yang sah dan

memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, serta berhak mendapat

biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya, demikian

pula sebaliknya.

2. Seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan

pembatalan, tetap berstatus hukum penuh menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki pengertian bahwa perkawinan

tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga segala akibat

hukum yang timbul dari perkawinan tersebut sampai saat adanya keputusan

pembatalan perkawinan, tetap dipertahankan. Kemudian jika merujuk kepada
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Pasal 75 huruf b, maka setiap keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku

surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk

selanjutnya dipertegas oleh Pasal 76 KHI yang menyatakan bahwa batalnya

suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak

dengan orang tuanya. Oleh sebab itu, keputusan pembatalan perkawinan

tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum dari anak-anak yang

dilahirkan, dalam arti kedudukan mereka di mata hukum tetap sebagai anak

yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, serta

berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah

ibunya, demikian pula sebaliknya.

3. Jika dilihat dari sisi yuridis, maka dengan jelas terlihat bahwa pertimbangan

hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 sangat

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat

menyesatkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena hakim tidak dapat melihat

bahwa adanya kesalahan penerapan hukum dalam Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel terhadap Pasal 28 ayat

(2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 KHI. Kekeliruan tersebut

berlanjut pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta No. 141/Pdt/2007/PT.DKI. Dalam hal ini Mahkamah

Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang sangat diharapkan oleh

pemohon kasasi untuk membatalkan Penetapan tersebut, justru memberikan

pertimbangan yang juga sangat keliru. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.

628 K/Pdt/2008 hakim berpendapat bahwa putusan judex facti dalam perkara

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Hal yang sama

juga terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010. Dalam

putusan yang terakhir ini, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan

yang tidak jauh berbeda, yakni menyatakan bahwa ternyata tidak ada

kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari judex

Akibat hukum ..., Muhammad Ihsan, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



UNIVERSITAS INDONESIA

138

juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara. Hal ini

sungguh merupakan kekeliruan dan kesesatan yang sangat sitemik, di mana

tidak ada satupun lembaga peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama

sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, yang menyadari bahwa telah

terjadi kekeliruan hukum yang sangat nyata pada Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. Sehingga seharusnya

penetapan tersebut batal demi hukum karena telah bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan

Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 75 dan 76 KHI. Dengan in-krachtnya

perlawanan Pelawan, secara tidak langsung Mahkamah Agung telah

membentuk hukum, bahwa untuk perkawinan yang dapat dibatalkan akan

berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

5.2 SARAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat

ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam memeriksa permohonan kasasi, hendaknya hakim menyimpulkan

pertanyaan hukum yang sesungguhnya harus dijawab dari perkara tersebut.

Pertanyaan hukum disimpulkan dari sekian banyak alasan permohonan kasasi

yang diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga tidak semata-mata menyatakan

bahwa bukan wewenangnya untuk mengadili lagi (bukan judex facti).

2. Dalam menangani perkara perkawinan yang para pihaknya adalah seorang

muslim, hendaknya hakim tidak hanya melihat UU Perkawinan saja, namun

juga melihat KHI dan lebih teliti dalam mencari kebenaran materil.

3. Dalam menjalankan tugas, hendaknya pegawai di Kantor Urusan Agama lebih

berhati-hati dan meneliti dengan seksama segala surat-surat yang diperlukan

untuk keperluan pernikahan, agar dikemudian hari tidak terjadi pembatalan

perkawinan antara calon mempelai. Namun, apabila terdapat kelalaian yang

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam hal pencatatan buku nikah, maka
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kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut seharusnya diberikan sanksi

administratif yang berupa teguran, denda atau bahkan kurungan penjara.

4. Hendaknya diadakan penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan,

termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan dan mengenai hal-hal

yang dilarang dalam melakukan perkawinan kepada masyarakat luas.

5. Hendaknya dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan dengan

menambahkan klausul perihal pembatalan perkawinan, sehingga dapat terlihat

dengan jelas perbedaan antara perkawinan yang batal dan perkawinan yang

dapat dibatalkan. Hal ini agar terdapat kejelasan seperti apa yang telah diatur

dalam KHI, serta menghindari salahnya penerapan hukum dalam perkara

pembatalan perkawinan yang selanjutnya.

6. Hendaknya diberikan suatu ketentuan yang sangat kuat dan tegas perihal

Pencatatan Perkawinan, sehingga dapat dihindari segala bentuk pelanggaran-

pelanggaran maupun kejahatan terhadap masalah keabsahan daripada

pencatatan perkawinan itu sendiri.
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